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ABSTRAK 

PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA MASSA NASIONAL 

(ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TIGA TAHUN 

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA DI MAJALAH 

GATRA) 

Oleh: Diah Permata Sari 

1403110167 

 

 

 Penelitian ini berjudul ―Pembingkaian Berita Media Massa Nasional 

(Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana majalah berita 

mingguan Gatra membingkai berita terkait tiga tahun pemerintahan Joko Widodo 

dan Jusuf Kalla dalam sudut pandang politik dan penegakan hukum untuk 

mengetahui keberpihakan Gatra dalam memberitakannya.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis isi 

kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi massa, 

media massa, produk media massa, konstruksi realitas pemberitaan dalam media 

massa, teori level pengaruh media dan analisis framing. Sementara teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis framing model Robert Entman. Berita yang 

menjadi objek penelitian adalah laporan utama edisi khusus tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang terbit 

pada tanggal 19-25 Oktober 2017 yang berjumlah empat berita. Empat berita 

tersebut dianalisis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman 

dengan empat perangkat unit analisis, define problem, diagnose cause, make 

moral judgement, treatment recommendation.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majalah Gatra dalam membingkai 

berita cenderung subjektif dan memihak pemerintah. Hal ini tampak pada narasi 

pemberitaan, visual image, penyajian hasil evaluasi lembaga survey, serta 

pemilihan narasumber yang kurang berimbang antara plus minus evaluasi kinerja 

pemerintah terkait isu kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional. 

 
 

Kata Kunci : Analisis Framing, Robert Entman, Majalah Gatra, Jokowi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Oktober menjadi bulan yang selalu dikaitkan dengan pemerintahan 

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tepat pada tanggal 21 Oktober 2017 

Presiden Jokowi-Jk  genap tiga tahun menjalankan roda pemerintahan. Selama 

tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK ada banyak tanggapan bernada sinis yang 

menilai pemerintah Indonesia tidak mampu menjalankan mandatnya untuk 

memajukan negara. Meskipun tidak mutlak sebagai tolak ukur bagus tidaknya 

kinerja pemerintah, namun hasil survey yang dilakukan oleh Center For Strategic 

and International Studies (CSIS) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap 

kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2017 mencapai 68,3 persen. Program 

infrastruktur yang mulai menampakkan hasil mendominasi dan menjadi indikator 

kepuasan tersebut. (news.liputan6.com). 

Prioritas akselerasi infrastruktur pada tahun ketiga ini memang 

memperlihatkan nilai strategis. Daya saing menguat, kepercayaan publik dan 

pengakuan internasional pun menanjak. Terbukti lembaga badan dunia United 

Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan 

Indonesia di peringkat empat tujuan investasi global, naik dari 41 ke 36 dari 137 

negara.  Namun, data Direktoral Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

(DJPPR),  memperlihatkan hutang-pun meningkat pesat di era Jokowi-Jk. Sampai 

Agustus 2017, total hutang pemerintah mencapai Rp 3.825,79 trilyun. Dengan 

kata lain, selama tiga tahun menjabat, Jokowi telah menambah hutang sebesar Rp
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1217,01 trilyun atau meningkat 46,65% dibanding posisi akhir 2014 senilai Rp 

2.608,78 trilyun. (Disadur dari majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017).  

Ketika survey kepuasan masyarakat pada sektor pembangunan mengalami 

kenaikan, penanganan kegaduhan sosial dan politik malah mendapatkan rapor 

merah. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid 

menilai, pada era Jokowi-JK, kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan 

berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan justru meningkat. Pasal-pasal terkait 

dugaan makar, penodaan agama, dan pencemaran nama baik jauh meningkat 

dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono . (Nasional.kompas.com) 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun turut mengalami 

penurunan. Pada tahun 2014 IDI Indonesia mencapai angka 73,04, kemudian 

ditahun 2015 mencapai 72,82, dan pada tahun 2016 memiliki penurunan yang 

signifikan yakni 70,09. Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), Pipin Sopian, menilai penurunan indeks ini tentu tidak terlepas dari 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti halnya pengeluaran 

Perppu Ormas, penanganan aksi bela Islam, serta tindakan represif pemerintah 

atas ekspresi politik masyarakat di sosial media. Tidak jarang banyak penggiat 

media sosial terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan 

sangkaan hatespeech (ujaran kebencian). (www.hidayatullah.com) 

Media massa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam hal 

mendidik, menghibur, menginformasikan, membujuk, dan kontrol sosial. Fungsi 

media sebagai alat kontrol sosial berperan besar dalam mengawasi dan kemudian 

memberitakannya kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Joko 

http://indeks.kompas.com/tag/Jokowi
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Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam menjalankan fungsinya, media massa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Sebuah media bisa jadi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai 

suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media 

dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar 

pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar 

lainnya.(Hamad,2004:2-3).  

Tidak dapat dipungkiri perjalanan media massa di Indonesia masih saja 

dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada era Orde Baru yang 

berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun menggunakan media massa nasional 

sebagai alat propaganda pemerintah. Bahkan pemberitaan yang ditayangkan pada 

saat itu harus melewati seleksi dari pemerintah untuk kemudian ditayangkan 

sehingga berita yang tayang adalah berita yang berpihak terhadap pemerintah. 

Berita yang mengkritisi pemerintah tidak akan pernah tayang. Beralih ke era 

kebebasan saat ini, selepas pemerintahan orde baru media massa masih saja 

dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jika orde baru dibawah 

kendali kepentingan pemerintahan Soeharto, di era ini media berada dibawah 

kendali kepentingan pemilik media.  

Roy Thaniago, Direktur Remotivi periode tahun 2010-2015 (dalam Arief 

dan Wisnu, 2015:7) mengatakan bahwa ―di era kebebasan ini, kaum oligarki 

melalui industri media berkuasa merumuskan percakapan ratusan juta warga 

Indonesia. Media mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan apa yang 

dihindari untuk dibicarakan. Agenda publik menjadi pengejawantahan agenda 
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pemilik modal. Ruang publik disesaki oleh kepentingan elit untuk melayani nafsu 

ekonomi-politiknya. Kerja media dioperasikan dengan bersandar semata-mata 

pada pasar.(Purba, 2016: 17) 

Salah satu media massa nasional yang ada sejak pemerintahan orde baru 

hingga kini adalah majalah berita mingguan Gatra. Majalah Gatra terbit karena 

pembredelan yang dilakukan pemerintahan orde baru terhadap majalah Tempo. 

Cikal bakal diterbitkannya majalah Gatra didasari atas sikap dari para awak 

majalah Tempo yang memilih untuk menerima pembredelan dan menerbitkan 

majalah baru dengan format baru. Hingga pada tanggal 19 November 1994 

diterbitkannyalah majalah Gatra. Awal berdirinya majalah Gatra menuai pro 

kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat corong 

pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap merupakan simbol 

kekuasaan pemerintah karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan 

pemerintah saat itu. Sedangkan pihak yang pro Gatra menganggap kemunculan 

Gatra merupakan kehendak sejarah setelah majalah Tempo dibreidel oleh 

pemerintah. (Purba, 2016:17) 

Peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 21 Oktober 2017 

ternyata memiliki nilai berita yang sangat tinggi bagi majalah berita mingguan 

Gatra dan menjadikan momentum tersebut sebagai edisi khusus dengan tema 

―Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Pemerataan Kerja Nyata―. Terbukti dari 

majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017, Gatra menaruh perhatian lebih dalam 

memberikan catatan jurnalistiknya dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai 

insan media. Edisi khusus ini terdapat 30 berita mengenai tiga tahun pemerintah 
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Jokowi-JK yang tersaji dalam dua sudut pandang besar, yakni pencapaian sektor 

ekonomi dan pencapaian bidang politik termasuk di dalamnya aspek penegakan 

hukum. Gatra pun juga mencantumkan hasil wawancara langsung dengan 

presiden dan wakil presiden beserta sejumlah menteri kabinet kerja ke dalam 

majalahnya.  

Struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra tentu memiliki 

pengaruh terhadap pemberitaan tentang laporan utama tiga tahun pemerintahan 

Jokowi-Jk. Hal ini dapat dilihat dari peletakan halaman dan juga jumlah berita 

dari setiap segmen yang dibuat oleh majalah Gatra. Segmen ekonomi dan 

pembangunan terlihat mendominasi di halaman depan majalah Gatra. Sedangkan 

segmen politik dan penegakan hukum berada pada halaman tengah menuju 

halaman belakang majalah Gatra. Selain itu dari sisi jumlah juga menunjukkan 

bahwa Gatra pada edisi khususnya kali ini lebih banyak memuat pencapaian 

sektor ekonomi dan pembangunan.Terbukti jumlah berita politik dan penegakan 

hukum hanya berjumlah 11 dari 30 berita yang ada.  

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa struktur pemberitaan majalah 

Gatra ternyata berpengaruh terhadap bagaimana majalah Gatra memberitakan 

momentum peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Pemberitaan terkait 

bidang politik dan penegakan hukum berada pada prioritas yang kedua. Padahal 

kedua sudut pandang ini tak kalah dinamis. Apalagi ditengah isu SARA dan 

pemerintahan yang juga terkesan antikritik. Kebebasan berekspresi seolah 

dibungkam perlahan ditengah diterbitkannya  Perppu Ormas.  
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Selain struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra, catatan 

sejarah berdirinya majalah Gatra mungkin berpengaruh terhadap gaya penulisan 

ataupun keberpihakan majalah Gatra dalam menuliskan berita tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-Jk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada awal 

berdirinya majalah Gatra dibiayai oleh Bob Hasan yang dekat dengan 

pemerintahan orde baru, yang berdasarkan catatan sejarah bahwa pemerintahan 

orde baru dikuasai Partai Golkar. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap gaya 

penulisan majalah Gatra, sehingga pada saat itu muncul pendapat dari beberapa 

kalangan bahwa majalah Gatra pada saat itu adalah alat dari pemerintah. 

Seperti yang diketahui berita harus memenuhi beberapa unsur yang 

nantinya akan membuat suatu berita tersebut layak untuk dipublis. Berita harus 

cepat dan cermat, dalam bahasa jurnalistiknya harus akurat. Selain akurat berita 

juga juga harus berimbang tidak boleh memihak. Berita harus objektif, karena 

berita memiliki power untuk menciptakan opini publik. Jadi sesuatu yang ditulis 

oleh media harus memenuhi unsur-unsur berita agar tidak ada pihak yang 

dirugikan. (Kusumaningrat, 2006:47).   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik 

untuk menganalisis bagaimana majalah mingguan Gatra edisi 19-25 Oktober 2017 

membingkai pemberitaan peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait 

bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada isu kebebasan 

berpendapat, SARA dan konsensus nasional dengan menggunakan analisis 

framing model analisis framing Robert N. Entman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diambil dan 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah majalah berita mingguan 

Gatra membingkai peristiwa dalam pemberitaan tiga tahun pemerintahan Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla terkait bidang politik dan penegakan hukum?” 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar permasalahan 

yang diteliti menjadi lebih jelas, terarah dan tidak terlalu luas. Sehingga dapat 

menghindari salah penafsiran terhadap yang dimaksud peneliti, karena itu masalah 

yang diteliti ini terbatas pada : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada majalah berita mingguan Gatra  yang 

terbit tanggal 19-25 Oktober 2017. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan mengenai tiga tahun 

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait bidang politik dan 

penegakan hukum. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan yang menonjolkan isu 

kebebasan berekspresi, SARA, serta konsensus nasional. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui cara membingkai 

berita sekaligus melihat keberpihakan Majalah Berita Mingguan Gatra mengenai 

tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla”. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis dan praktis: 

a. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

pengetahuan bagaimana pembingkaian berita Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilakukan media cetak. 

b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

kepada mahasiswa yang tertarik menganalisis soal pemberitaan di 

media massa nasional. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan  

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian  

BAB II : Uraian Teoritis  

Berisikan tentang Teori Komunikasi Massa, Media Massa, Produk Media 

Massa, Jurnalistik, Berita, Konstruksi Pemberitaan, Konstruksi Realitas 

Politik dalam Media Massa, Analisis Framing 

BAB III : Metodologi Penelitian  

Berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, 

Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Narasumber, Waktu dan Lokasi Penelitian  

BAB IV : Analisis Hasil dan Pembahasan 

Berisikan Penyajian Hasil dan Pembahasan Penelitian  

BAB V : Penutup  

Berisikan Kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Komunikasi Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan aspek yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan 

sosial yang dilakoni manusia. Segala macam kehidupan manusia dapat dipastikan 

memerlukan komunikasi sebagai alat untuk berkomunikasi. Komunikasi 

merupakan kegiatan dominan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan 

komunikasi manusia dan lingkungan saling mengenal satu sama lain dan bisa 

merasakan hal sekitarnya bahkan dengan dirinya.  

Defenisi komunikasi sendiri telah banyak dijelaskan oleh para ahli. 

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendefenisikan komunikasi sebagai 

transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan 

menggunakan simbol, kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau 

proses transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi. (Mulyana, 2005:68) 

Paradigma positivis melihat komunikasi sebagai pengiriman pesan. 

Komunikasi disini dilihat sebagai suatu proses. Secara umum model komunikasi 

ini menyertakan pengirim (sender), penerima, dan medium melalui mana pesan-

pesan dikirimkan. Gangguan (noise) adalah sesuatu yang terjadi di antara 

pengiriman pesan tersebut. Dalam komunikasi media surat kabar misalnya, 

medium adalah percetakan yang menghasilkan surat kabar, pengirim (sender) 

adalah wartawan atau editor, penerima adalah siapa pun yang membaca berita. 
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Sedangkan gangguan (noise) terjadi di antara proses tersebut, bisa karena 

tulisan yang buram, tak bisa dibaca, dan sebagainya. (Eriyanto,2002:44). 

Berbeda dari paradigma positivis yang melihat komunikasi sebagai 

proses penyebaran, paradigma konstruksionis (produksi dan pertukaran makna) 

melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Fokus perhatian 

konstruksionis bukan bagaimana seseorang mengirimkan pesan, melainkan 

bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling 

memproduksi dan mempertukarkan makna. (Eriyanto,2002:46-47). 

Dari semua defenisi yang telah dijelaskan , maka Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa arti komunikasi itu sendiri adalah suatu proses transmisi 

pesan yang dilakukan antar kelompok atau individu dengan melibatkan berbagai 

simbol pesan sehingga dapat menimbulkan persamaan persepsi dan makna antar 

kedua belah pihak.   

Salah satu formula yang sering dijadikan acuan oleh para pendidik di 

keilmuan komunikasi adalah dengan menggunakan formula milik Harold Laswell. 

Yang mana formula Laswell mengemukakan bahwa cara terbaik untuk 

menjelaskan kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan Who Says What in 

Which Channel To Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui 

Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). (Effendy, 2007:253).  

2.1.2 Pengertian Massa 

Menurut Gustave Le Bon (pelopor psikologi massa), massa merupakan 

suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan yang berkumpul dan 
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mengadakan hubungan untuk sementara waktu karena minat atau kepentingan 

bersama yang bersifat sementara. (Tamburaka, 2012: 11). 

Menurut Tamburaka (2012: 11), ciri-ciri massa antara lain sebagai 

berikut : 

1) Terdiri dari orang-orang dalam segala lapisan dan tingkatan dalam 

masyarakat. 

2) Bersifat anonim dan heterogen. 

3) Di antara mereka tidak terdapat interaksi atau pertukaran 

pengalaman, karena terpisah antara satu dengan yang lainnya. 

4) Tidak mampu bertindak secara teratur karena longgar dalam ikatan 

organisasi. 

5) Baik massa terlihat maupun yang tidak terlihat mempunyai ikatan 

pikiran, pertalian jiwa atau persamaan perasaan. 

6) Massa tidak dapat berpikir secara kritis dan rasional, mudah percaya 

dan mudah disugesti. 

7) Massa sangat mudah tersinggung, sangat fanatik, bersemangat, 

berani, dapat berbuat sesuatu tanpa memikirkan tanggungg jawab. 

2.1.3 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa ialah komunikasi melalui media massa modern, yang 

meliputi surat kabar, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan 

film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Everett M. Rogers 

menyatakan bahwa selain media massa modern terdapat media massa tradisional 
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yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain. 

(Effendy, 2003:79)  

Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dan popular 

dikemukakan oleh John R. Bittner yang menyatakan komunikasi massa adalah 

pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

George Gebner, seorang ahli komunikasi lain, menyatakan komunikasi massa 

adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus 

pesan yang berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyrakat 

industry. (Komunikasipraktis.com) 

Dalam UU No.40/1999 tentang pers, komunikasi massa memiliki fungsi 

untuk menyampaikan informasi (to inform), mendidik (to educate), menghibur ( 

to entertain), dan melakukan pengawasan sosial (social control). 

Ada dua tugas komunikator dalam komunikasi massa: mengetahui apa 

yang ia ingin komunikasikan dan mengetahui bagaimana ia harus menyampaikan 

pesannya dalam rangka melancarkan penetrasi kepada benak komunikan. Sebuah 

pesan yang isinya lemah dan dengan lemah pula disampaikan kepada jutaan 

orang, bisa menimbulkan pengaruh yang kurang efektif dibandingkan dengan 

pesan yang disampaikan dengan baik kepada komunikan yang jumlahnya kecil. 

(Effendy, 2003:80)  

2.2 Media Massa 

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi 

yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara luas pula. Media massa bukan hanya sebagai alat menyalurkan 
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pesan, tetapi juga adalah lembaga sosial dan lembaga bisnis. Media massa 

memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan politik, yaitu:  

a) Fungsi informasi  

b) Fungsi mendidik  

c) Fungsi hiburan  

d) Fungsi menghubungkan  

e) Fungsi kontrol sosial  

f) Fungsi membentuk pendapat umum  

Sedang fungsi bisnis dari media massa ialah sebagai industri yang melayani 

konsumen yang membutuhkan informasi, pendidikan dan hiburan. (Arifin, 

2011:160)  

Media massa merupakan tempat untuk mempublikasikan berita. 

Penyampaian informasi dalam bentuk berita membutuhkan saluran komunikasi 

yang disebut media. Dalam dunia jurnalistik, media sendiri dikategorikan ke 

dalam tiga jenis, yaitu:  

1. Media cetak, yakni surat kabar harian, surat kabar mingguan, tabloid, 

majalah, dan buletin/jurnal.  

2. Media elektronik, yakni radio dan televisi.  

3. Media online, yakni media internet seperti blog, website dan lainnya. 

(Yunus, 2010:26-27)  

Perkembangan media massa secara kuantitas yang pesat menjadikan peta 

persaingan media massa di Indonesia semakin dinamis, khususnya jika ditinjau 

dari segi pemeringkatan pembaca/pemirsa. Pada akhirnya tidak sedikit pula media 
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massa yang mengalami kebangkrutan atau tidak lama beroperasi. Banyak media 

massa, khususnya media cetak dan radio yang berguguran akibat ketatnya 

persaingan dan rendahnya animo masyarakat terhadap media tersebut. Banyak 

media massa yang kini tinggal nama karena tidak mendapat “tempat” di hati 

masyarakat. (Yunus, 2010:28)  

Menurut Bill Kovach (Setiati, 2005:68-69), terdapat 9 elemen dalam media 

massa:  

1. Media harus mengungkapkan kebenaran dalam pemberitaannya  

2. Media harus loyal kepada masyarakat  

3. Media harus menjunjung disiplin verifikasi  

4. Media harus bisa menjaga independensi terhadap sumber berita  

5. Media harus bisa menjadi pemantau kekuasaan pemerintah  

6. Media harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan 

warga 

7. Media harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan  

8. Media harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional. 

9. Menulis berita berdasarkan hati nurani  

Media (pers) sering juga disebut sebagai the fourth estate (kekuatan 

keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama 

disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media 

dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik 

masyarakat. 
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Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran 

umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai 

institusi yang dapat membentuk opini publik, sehingga tiap kelompok termasuk 

organisasi politik berusaha memiliki, menguasai atau mengontrol media.  

Media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat 

diperhitungkan. Oleh karena itulah dalam konteks media massa sebagai institusi 

informasi, Karl Deutsch (dalam Sobur, 2004:31) menyebutnya sebagai urat nadi 

pemerintah (the nerves of government). Hanya mereka yang mempunyai akses 

kepada informasi, kira-kira demikian Deutsch beragumentasi, yang bakal 

menguasai percaturan kekuasaan. Atau paling tidak, urat nadi pemerintahan itu 

sebenarnya berada di jaring-jaring informasi.  

Penguasa otoriter menempatkan media massa dengan kekuasaan melalui 

izin,sensor dan pembredelan, agar media massa sesuai dengan kehendaknya. 

Demikian juga pemerintah di negara liberal-kapitalis, pengusaha yang bermodal 

besar juga berusaha menentukan atau mengarahkan agenda politik media massa, 

dengan cara memiliki media massa sebagai industri sekaligus sebagai alat untuk 

mengkritik atau mengawasi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut , jelas bahwa 

agenda politik media massa bergantung kepada siapa yang mengontrol atau 

memilikinya. (Anwar, 2011: 162) 

2.3 Produk Media Massa 

2.3.1 Jurnalistik 

Jurnalistik dalam dunia ilmu pengetahuan modern berkaitan dengan teori, 

metode, sistematika, objek studi, dan penelitian. Jurnalistik masuk dalam cabang 
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ilmu komunikasi massa (Amerika Serikat) yang sebelumnya disebut ilmu 

publisitik (Eropa). Jurnalistik atau jurnalisme secara etimologis berasal dari kata 

journal (Inggris) atau du jour (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan 

mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. 

(Barus, 2010: 1-2). 

Di Indonesia orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik disebut sebagai 

seorang jurnalis atau wartawan. Dalam praktiknya berdasarkan kerja para jurnalis 

tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu reporter dan editor. Reporter adalah 

jurnalis yang bertugas mencari dan mengumpulkan informasi melalui peliputan 

peristiwa atau kejadian. Sedangkan editor adalah jurnalis yang bertugas mengedit, 

dalam arti menilai, dan mempertimbangkan kelayakan informasi menjadi sebuah 

berita. Semua reporter bekerja langsung di bawah redaktur tertentu. (Tamburaka, 

2012:129) 

Wartawan atau pemimpin redaksi dapat menempatkan berita utama 

(headline) di halaman muka atau halaman dalam, atau memilih tokoh politik yang 

lain untuk ditonjolkan dalam media massa. Semuanya itu mengacu pada “politik 

redaksi”, kepribadian dan pencitraan media massa. Wartawan ataupun pemimpin 

redaksi sebagai gatekeeper berfungsi sebagai penyeleksi informasi. Merekalah 

yang kemudian menyeleksi setiap informasi yang akan  disiarkan dan tidak, 

bahkan kewenangannya mencakup untuk memperluas atau membatasi informasi 

yang akan disiarkan. Hal ini kemudian berkembang menjadi agenda setter 

sebagaimana yang dikenal sebagai teori agenda setting. (Tamburaka, 2010:131) 
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2.3.2 Berita 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ―berita adalah 

cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar. 

Dapat diartikan bahwa berita adalah keterangan mengenai satu kejadian tertentu 

dan memiliki unsur-unsur berita di dalamnya dan siapa saja dapat menulis berita. 

Berita di media massa adalah hasil kerja jurnalistik seorang wartawan 

yang dituangkan lewat kata – kata yang dimuat di surat kabar, majalah, atau 

media lainnya. Berita berasal dari peristiwa yang terjadi di dunia, namun tidak 

semua peristiwa layak disajikan berita. Sebuah peristiwa bisa menjadi berita 

apabila peristiwa tersebut memiliki nilai – nilai berita. Nilai – nilai berita tersebut 

yaitu dekat dengan khalayak, berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, 

menyangkut angka statistik yang besar, menyangkut orang – orang yang terkenal, 

aktual, dan menyangkut hal – hal yang luar biasa, atau kejadian orang yang 

menyentuh perasaan (membuat orang terharu). (Winarko,2000:9-16). 

Selain memiliki  nilai berita, dalam berita juga terkandung di dalamnya 

makna kebaruan, dan kebaruan yang diolah puluhan dan ratusan media massa 

sendirinya berkompetensi dalam menyampaikan kebaruan tersebut. (Oetama, 

2001:110) 

Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Salah satu tugas wartawan 

adalah mencari, menulis, dan menyajikan berita. Banyak cara dalam 

memberitakan sebuah berita, misalkan dengan gaya ‘to the point’, langsung pada 

pokok persoalan yakni straight news, sedangkan berita yang disampaikan tidak 

langsung arti dibumbui kata-kata sehingga fakta yang tampaknya sepele menjadi 
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menarik untuk diminati dan dinikmati, jenis ini disebut features news. Namun, 

membumbui kata-kata bukan berarti menghilangkan faktanya, tetapi fakta adalah 

landasan untuk berkisah. (Tamburaka, 2012:135) 

Wartawan memang harus membuat tulisannya menarik, tetapi dengan 

tidak menjuruskan, mewarnai, atau memainkan kata-kata. Berita itu sendiri 

sebenarnya sudah mempunyai warna. Warna inilah yang harus diangkat ke 

permukaan, yaitu berupa detail. Untuk membuat atau mendapatkan berita yang 

baik, maka diperlukan kriteria nilai berita (news value). Nilai berita menjadi acuan 

bagi para jurnalis/wartawan/reporter, bahkan editor untuk memutuskan fakta yang 

lebih pantas menjadi berita, dalam memilih kelayakan berita.  

2.4 Teori Hirarki Pengaruh Media 

 Teori hirarki pengaruh isi media dalam bukunya diperkenalkan oleh 

Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini menjelaskan tentang 

pengaruh terhadap isi dari dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal 

dan eksternal. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level pengaruh isi 

media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media ( individual level), pengaruh 

dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi media 

( organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang 

terakhir adalah pengaruh ideologi (ideology level). (Shoemaker, 1996:60) 

 Asumsi dari teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan 

kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media 

dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten 

media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu 
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wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor 

eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para 

pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. 

(terinspirasikomunikasi.com) 

 Stephen D. Reese mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda 

media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi 

media. Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari 

program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal 

yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu 

berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. 

 Dari teori ini kita akan melihat seberapa kuat pengaruh yang terjadi pada 

tiap-tiap level. Walaupun level organisasi media atau faktor kepemilikan sebuah 

media tapi kita tidak bisa mengesampingkan faktor yang lainnya karena saling 

terkait satu dengan yang lainnya. Contohnya pengaruh level ideologi yang terjadi 

pada sebuah isi sebuah media, walaupun dianggap abstrak tapi sangat 

mempengaruhi sebuah media karena bersifat tidak memaksa dan bergerak di luar 

kesadaran keseluruhan organisasi media itu sendiri. (terinspirasikomunikasi.com) 

2.5 Konstruksi Realitias Pemberitaan dalam Media Massa 

Hal yang tak kalah penting dalam membuat berita adalah bagaimana 

mengemas berita tersebut atau dengan kata lain framing, bagaimanapun sebuah 

isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya kurang baik maka isu yang baik itu 

akan kurang menarik, bahkan pesan yang ingin disampaikan barangkali kurang 
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mengena atau bias. Maka berita itu harus dikonstruksi sedemikan rupa, agar 

konstruksi pesan dapat dimaknai oleh audiens. 

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L 

Berger dan Thomas Luckman dalam buku the social of construction reality. 

Realitas menurut Berger tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang 

diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan di konstruksi. Dengan pemahaman ini 

realitas, pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki 

masing-masing individu. (Eriyanto, 2012:18)  

Lebih lanjut gagasan Berger mengenai konteks berita harus dipandang 

sebagai konstruksi atau realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang 

sama dikonstruksikan secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan 

dan konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat bagaimana 

wartawan mengkonstruksikan peristiwa dalam pemberitaannya. 

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang real. 

Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta, realitas sosial tidak begitu 

saja menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya proses interaksi dimana 

wartawan dilanda oleh realitas yang ia amati dan diserap dalam kesadarannya, 

kemudian diproses selanjutnya adalah eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan 

menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dan 

proses interkasi dan diaklektikal ini. (Eriyanto, 2012:18)  

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis :  

1. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan 

proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas 



21 
 

 
 

politik, kata makna itu sendiri menunjuk kepada sesuatu yang 

diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa. Makna 

bukanlah suatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu 

pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang 

dalam suatu peran. 

2. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai 

proses yang terus-menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis 

tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri 

bukanlah sesuatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada 

sumber dan khalayak. Pendekatan konstruksionis memeriksa 

pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dalam sisi penerima ia 

memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima 

pesan. (Bungin, 2008:167)  

Terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media, khususnya 

oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas, termasuk 

realitas politik, yang berujung pada pembentukan citra sebuah kekuasaan politik:  

1) Pemilihan simbol (fungsi bahasa)  

Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tetapi telah menjadi 

sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan simbol 

politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra 

atau makna-makna melalui lambang politik. Mereka saling 

menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang 

diterimanya. (Hamad, 2004:16)  
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2) Pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi framing)  

Sasaran dari analisis framing, sebagai salah satu metode analisis 

wacana adalah menemukan “aturan dan norma” yang tersembunyi 

dibalik sebuah teks. Teknik ini digunakan untuk mengetahui perspektif 

atau pendekatan yang digunakan sebuah media dalam 

mengkonstruksikan sebuah peristiwa. (Hamad, 2004:23)  

3) Kesediaan memberi tempat (agenda setting)  

Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian 

yang diberikan khalayak. Tesis utama teori ini adalah besarnya 

perhatian masyarakat terhadap sebuah issue amat tergantung seberapa 

besar media memberikan pehatian besar pada issue tersebut. Bila satu 

media apalagi sejumlah media menaruh sebauh kasus sebagai head-line 

diasumsikan kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari 

khalayak. (Hamad, 2004:23-24)  

Kraus dan David (Hamad, 2004:24-25) mengelompokkan cara media 

mengkonstruksikan realitas politik ke dalam lima cara: pencitraan, pembuatan 

realitas komunikasi, penganugrahan status, pembuatan peristiwa buatan, dan 

agenda setting. Menurut mereka, kelima cara ini bukan hanya berpengaruh 

terhadap citra para aktor politik namun juga memengaruhi perilaku politik para 

aktor dan khalayak.  

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, 

wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah 

ini: 
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1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi  

Positivis 

Ada fakta yang “riil” yang diatur oleh kaidah-kaidah 

tertentu yang berlaku universal. 

Kontruksionis 

Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran 

suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks 

tertentu. 

2. Media adalah agen kontruksi 

Positivis Media sebagai saluran pesan. 

Kontruksionis Media sebagai agen konstruksi pesan. 

3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas  

Positivis 

Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. 

Karena itu berita haruslah sama dan sebangun dengan 

fakta yang hendak diliput.  

Kontruksionis 

Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi 

dari realitas. Karena berita yang tebentuk merupakan 

konstruksi atas realitas.  

4. Berita besifat subjektif/konstruksi atas realitas 

Positivis 

Berita bersifat objektif: menyingkirkan opini dan 

pandangan subjektif dari pembuat berita.  

Kontruksionis 

Berita bersifat subjektif: opini tidak dapat dihilangkan 

karena ketika meliput, wartawan melihat dengan 
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perspektif dan pertimbangan subjektif.  

5. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi  

Positivis Wartawan sebagai pelapor. 

Kontruksionis 

Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani 

keragaman subjektifitas pelaku sosial. 

 

6. Etika pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita  

Positivis 

Nilai, etika, opini, dan pilihan moral berada diluar 

proses peliputan berita.  

Kontruksionis 

Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat 

dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu 

peristiwa.  

 

7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam 

penelitian  

Positivis 

Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada diluar 

proses penelitian.  

Kontruksionis 

Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan 

dari suatu penelitian.  

8. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita  

Positivis 

Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan 

oleh pembuat berita.  
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Kontruksionis 

Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi 

berbeda dari pembuat berita.  

( Eriyanto, 2012: 21-41) 

Untuk sebagian orang, media massa dianggap hanya berupaya menemukan 

kebenaran dan kenyataan itu. Lalu memberitakan kepada publik. Media massa 

tampaknya tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam 

dirinya sendiri. Kemudian bagi sebagian orang lagi, media massa tidak pernah 

tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau kenyataan “apa adanya”. 

Media massa tidak menunggu peristiwa lalu mengejar, memahami kebenarannya 

dan memberitakannya kepada publik. Ia mendahului semua itu. Ia menciptakan 

peristiwa. Menafsirkan dan mengarahkan terbentuknya kebenaran. Tidak selalu 

untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu secara setia dan terkontrol.  

2.6 Analisis Framing Model Robert N. Entman 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara yang 

digunakan media massa membangun konstruksi atas sebuah realitas adalah 

dengan framing. Menurut Sobur, “analisis framing untuk mengetahui bagaimana 

media membingkai atau mengemas isu atau peristiwa melalui teks yang terdapat 

dalam isi media”. Framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. 

(Sobur, 2012:161) 

Pada perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-

cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati 

strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih 

bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring 
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interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menuliskan berita. Cara 

pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian 

mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa ke mana berita 

tersebut (Eriyanto, 2002:79).  

Robert N. Entman adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar analisis 

framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Entman, digunakan untuk 

menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh 

media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam 

konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada 

isu yang lain.  

Entman mengkonsepsikan dua aspek penting dalam framing:  

Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan kepada 

asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam 

memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih 

(included) dan apa yang dibuang (excluded). Penekanan aspek tertentu itu 

dilakukan dengan memilih angel tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan 

fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. 

Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan 

menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau 

peristiwa yang lain (Eriyanto, 2002:81).  
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Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang 

dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut 

ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu penempatan yang menyolok, 

pengulangan, pemakaian grafis untukmendukung dan memperkuat penonjolan, 

pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang 

diberitakan, asosiasi terhadap symbol budaya, generalisasi simplifikasi dan 

sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. 

Prinsip analisis framing menyatakan bahwa terjadi proses seleksi dan penajaman 

terhadap dimensi-dimensi tertentu dari fakta yang terberitakan dalam media. Fakta 

tidak ditampilkan secara apa adanya, namun diberi bingkai (frame) sehingga 

menghasilkan konstruksi makna yang spesifik (Eriyanto, 2002:81).  

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada 

pendefenisian masalah, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu 

wacana. Untuk mendeskripsikan model analisis Robert N. Entmant dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

TABEL 2.5.1 

Model Framing Robert N. Entmant 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 

Apa yang dianggap sebagai penyebab dari 

suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap 

sebagai penyebab masalah? 
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Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang 

dipakai untuk mendelegitimasi suatu 

tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah/isu?  

 

1. Defining Problems atau definisi masalah adalah elemen pertama kali dapat 

kita lihat dalam analisis framing. Elemen ini merupakan master frame atau 

bingkai paling utama. Di tahapan inilah awal berita dikonstruksi sehingga 

dalam sebuah berita diteliti apakah yang menjadi pokok masalah terhadap 

sebuah isu, wacana atau peristiwa yang diliput, diberitakan dan peristiwa 

dipahami oleh wartawan.  

2. Diagnose Causes atau memperkirakan sumber masalah adalah bagaimana 

sebuah media membungkus siapakah aktor atau pelaku yang menyebabkan 

sebuah masalah timbul. Di sini penyebab bisa berarti apa (what), tetapi bisa 

juga aspek siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja 

menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena 

itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak 

langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.  

3. Make Moral Judgement/Evaluation atau keputusan moral adalah elemen 

framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen atas 

pendefinisian masalah yang telah dibuat, ketika masalah dan penyebab 
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masalah telah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk 

mendukung gagasan tersebut.  

4. Treatment Recommendation atau menekankan penyelesaian merupakan 

elemen framing yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh 

wartawan. Sebuah pesan moral baik secara eksplisit atau implisit bagaimana 

seharusnya sebuah masalah atau peristiwa itu diselesaikan, ditanggulangi, 

diantisipasi dan dihindari. (dalam Eriyanto, 2002: 221-227) 



 
 

30 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks 

media yakni analisis framing. Analisis framing dalam penelitian komunikasi 

massa dapat ditempatkan di satu tempat antara analisis wacana dan analisis isi, 

biasanya menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Neundorf, 

dalam Jansen,2010:27). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, walaupun 

demikian metode kuantitatif juga digunakan pada kajian awal penelitian. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Proses dan makna 

(perspektif subjek/peneliti) lebih ditonjolkan dalam penelitian. (Kriyanto, 

2006:57). Kuantitatif di sini dilakukan oleh peneliti pada tahapan awal analisis isi 

tekstual terhadap teks – teks berita yang dicermati untuk melihat penyeleksian isu 

serta penonjolan aspek tertentu. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis 

framing. Framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas 

peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang 

dijadikan berita. Analisis framing melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan 

dikonstruksikan oleh media. (Eriyanto, 2011 :76) 

Model framing yang peneliti gunakan dalam menganalisis tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-JK adalah model Robert N. Entman. Konsep framing oleh 
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Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan 

aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai 

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto, 2002: 77) 

3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan 

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilakukan, maka kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.3 Defenisi Konsep 

Definisi konseptual menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait 

pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tepat pada tanggal 21 Oktober 

2017 Presiden Jokowi-Jk  genap tiga tahun menjalankan roda 

pemerintahan. Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan 

Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Survei 

yang dilakukan Center For Strategic and International Studies atau 

CSIS mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 

pemerintahan Jokowi-JK pada 2017 mencapai 68,3 persen. Program 

Tiga Tahun 
Pemerintahan 

Jokowi-JK

Pembingkaian 
Media Majalah Gatra
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infrastruktur yang mulai menampakkan hasil mendominasi dan menjadi 

indikator kepuasan tersebut. Ketika survey kepuasan masyarakat pada 

sektor pembangunan mengalami kenaikan, penanganan kegaduhan 

sosial dan politik malah mendapatkan rapor merah. Direktur Eksekutif 

Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, pada 

era Jokowi-JK, kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan 

berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan justru meningkat. Pasal-

pasal terkait dugaan makar, penodaan agama, dan pencemaran nama 

baik jauh meningkat dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono .  

2) Pembingkaian Media, adalah salah satu metode analisis  media, seperti 

halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, Framing 

adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain framing 

digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang 

yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita.  

3) Majalah Gatra merupakan salah satu media massa nasional yang sudah 

ada sejak zaman orde baru hingga kini. Embrio majalah Gatra berkaitan 

dengan pembredelan terhadap majalah Tempo pada tanggal 21 Juni 

1994. Akibat pembredelan tersebut, para awak tempo memunculkan 

alternatif untuk menerbitkan majalah dengan format baru. Awal 

berdirinya majalah Gatra pada tanggal 19 November 1994 menuai pro-

kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat 

corong pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap 

http://indeks.kompas.com/tag/Jokowi
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merupakan simbol kekuasaan pemerintah orde baru karena didanai oleh 

Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. (Amal, 2010:55-56). 

Majalah gatra pada saat momentum tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK 

memberikan perhatian khusus terlihat dari adanya 50 berita tentang hal 

tersebut dalam satu edisi terbitan.  

3.4 Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel peneliti 

sehingga dengan benar apa yang akan menjadi kategorisasi didalam penelitian dan 

untuk menganalisa dari variabel tersebut.  

Kategorisasi dalam penelitian “Pembingkaian Berita Media Massa Nasional 

(Analisis Framing Berita Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk di Majalah Gatra)” 

adalah sebagai berikut:  

1. Pembingkaian berita, bagaimana media massa nasional 

membingkai pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk.  

2. Media massa nasional, bagaimana Majalah Gatra membingkai 

berita mengenai tiga tahun  pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang 

politik dan penegakan hukum yang berfokus pada isu SARA dan 

kebebasan berpendapat 

3.5 Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan 

orang yang berkompeten untuk mengetahui tentang informasi. Tetapi karena 

penelitian ini merupakan penelitian analisis framing maka narasumber dalam 

penelitian ini adalah berita-berita yang diterbitkan oleh majalah gatra dalam edisi 
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khusus tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan 

hukum yang berfokus pada isu SARA dan kebebasan berpendapat sebanyak 4 

berita. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi berasal dari kata documen, yang berarti barang-barang tertulis. 

Menurut Gunawan (2013: 178) dokumen merupakan sumber data yang digunakan 

untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan 

karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. 

Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi 

dan data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa, catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.  

Data unit analisis dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-

bahan tertulis pada majalah Gatra yang memuat berita Tiga Tahun Pemerintahan 

Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum. Berita-berita yang terkait 

kemudian dikliping, ditabulasikan dan selanjutnya dilakukan analisis data. 
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TABEL 3.6.1 

Contoh Tabel Daftar Berita Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk terkait 

dengan Politik dan Penegakan Hukum 

No Judul Berita Rubrik Tanggal 

1. 

Menjaga Ketertiban Bukan Anti 

Kritik 

Dinamika 

Politik 

25 Oktober 

2017 

2 Meredam Pilkada Rasa Sara 

Pilkada 

Tantangan Isu 

Sara 

25 Oktober 

2017 

3 Lugas Menindak Ormas Bablas 

Menjaga 

Konsensus 

Nasional 

25 Oktober 

2017 

4 Menghidupkan Spirit Pancasila 

Menjaga 

Konsensus 

Nasional 

25 Oktober 

2017 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu menganalisis data yang berhasil dikumpulkan 

oleh si peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. (Krisyantono, 2008:58)  

Pada penelitian ini data atau berita yang telah dikumpulkan, diuraikan dan 

diidentifikasikan dengan berpedoman pada model analisis framing yang 

dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dari hasil identifikasi tersebut dianalisis 

untuk menemukan media package yang digunakan dalam mengkonstruksi fakta 

menjadi wacana media dengan menggunakan perangkat Robert N. Entman. 
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Penguraian dan identifikasi berita pada penelitian ini disederhanakan dalam 

dua tahap analisis. Tahapan yang dimaksud adalah:  

a. Metode analisis isi tekstual secara konvensional kuantitatif untuk 

mengetahui isu-isu yang dianggap menonjol yang membantu dalam 

pemilihan berita yang akan dikonstruksi. Pada penelitian ini 

kategorisasi yang digunakan peneliti adalah, berdasarkan jumlah 

paragraf, posisi berita, narasumber, dan isu yang menonjol dalam berita. 

Kuantifikasi ini dimaksudkan untuk kelengkapan data yang akan 

digunakan dalam tahapan analisis isi tekstual.  

TABEL 3.7.1 

Contoh Tabel Jumlah Paragraf 

No Jumlah Paragraf Frekuensi (F) Persentase (%) 

1 ≤ 10   

2 11-15   

3 16-20   

4 21-25   

5 ≥26   

TABEL 3.7.2 

Contoh Tabel Posisi Berita 

No Posisi Berita  Frekuensi (F) Persentase (%) 

1 Headline   

2 Halaman depan bukan 

headline 
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3 Halaman tengah   

4 Halaman belakang   

TABEL 3.7.3 

Contoh Tabel Narasumber 

No Narasumber  Frekuensi (F) Persentase (%) 

2 Menteri Dalam Negeri    

3 Pengamat Politik    

4 Lembaga Survey   

5 Anggota Dewan   

TABEL 3.7.4 

Contoh Tabel Isu-Isu yang Menonjol 

No Isu-Isu Yang Menonjol Frekuensi (F) Persentase (%) 

1    

2    

 

b. Analisis framing model Robert N. Entman. Objek penelitian akan 

diteliti satu per satu. Pertama isi berita dan sumber berita akan 

dijelaskan pada tabel. Kedua setiap berita akan diuraikan setiap 

frame untuk melihat bagaimana kecenderungan konstruksi berita 

tersebut dengan acuan model Robert N. Entman.  
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TABEL 3.7.5 

Contoh Tabel Berita yang Diteliti 

Judul Berita Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik 

Halaman 93 

Tanggal Terbit 25 Oktober 2017 

TABEL 3.7.6 

Contoh Tabel Frame Isi Pemberitaan 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti tidak memiliki lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan jenis dari 

penelitian yang dikerjakan yang merupakan analisis. 

Sedangkan waktu dalam penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu 

dari Bulan Januari 2018 hingga Maret 2018 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Majalah Gatra 

Embrio Majalah Gatra berkaitan dengan pembredelan terhadap majalah 

Tempo pada tanggal 21 Juni 1994. Efek dari pembredelan yang dilakukan oleh 

pemerintah membawa konsekuensi penutupan majalah Tempo dari penerbitan. 

Pada bulan Desember 1995, keluar pembatalan SIUP Tempo bernomor 

025/SK/Menpen/SIUP/CI/1985 yang mengeksekusi PT. Grafiti Press, selaku 

penerbit Tempo untuk berhenti beroperasi. Pembatalan SIUP tersebut kemudian 

memunculkan alternatif untuk menerbitkan majalah dengan format baru. Untuk 

menganggapi kondisi tersebut, para awak Tempo mempunyai opsi melawan 

pembredeilan dengan konsekuensi berhadapan dengan pemerintah, atau menerima 

pembredeilan dan kemudian mendirikan majalah baru. Para awak Tempo sebagain 

besar memilih opsi kedua dengan menerbitkan majalah Gatra pada 19 November 

1994 bersamaan dengan konferensi APEC di Jakarta (Purba,2016:44).  

Awal berdirinya majalah Gatra menuai pro kontra. Beberapa kalangan 

melihat, majalah Gatra merupakan alat corong pemerintah untuk mengatur 

pemberitaan, Gatra juga dianggap merupakan simbol kekuasaan pemerintah 

karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. Kondisi 

tersebut memunculkan pemboikotan terhadap Gatra. Pemboikotan tersebut 

meliputi, penolakan dari beberapa narasumber berita untuk diwawancarai maupun 
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kontributor untuk memberikan tulisan dalam majalah Gatra. Sedangkan pihak 

yang pro Gatra menganggap kemunculan Gatra merupakan kehendak sejarah 

setelah majalah Tempo dibreidel oleh pemerintah (Purba,2016:44).  

Tokoh yang memprakarsai terbitnya majalah Gatra diantaranya Herry 

Komar, Mahtum Mastum, Lukman Setiawan, Harijoko Trisnadi, dan Budiono 

Kartohadiprodjo. Herry Komar, seorang jurnalis Indonesia. Ia bekerja di majalah 

Tempo sebagai redaktur eksekutif hingga Tempo dibredel pada tahun 1994. Ia 

kemudian mendirikan majalah Gatra pada tahun yang sama dan menjadi 

pemimpin redaksinya. Pada tahun 1998, bersama sejumlah rekannya ia keluar dari 

Gatra dan mendirikan majalah baru bernama Gamma. Ia juga menjabat sebagai 

pemimpin redaksi di majalah tersebut, namun Gamma terpaksa tutup tidak lama 

kemudian karena kalah bersaing dengan media sejenis lainnya. Sedangkan 

Budiono Kartohadiprodjo, menjadi direktur pada PT. Era Media Informasi yang 

menerbitkan majalah Gatra (Purba,2016:45).  

4.1.2 Visi dan Misi Majalah Gatra  

Slogan baca Gatra baru bicara, merupakan suatu bentuk tagline serta 

komitmen Gatra untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca setianya. Wujud 

dari komitmen tersebut juga tertera dalam visi dan misi majalah Gatra, yaitu:  

 Visi: Membangun Industri informasi menuju masyarakat yang cerdas, 

berakhlak, dan sadar terhadap hak dan kewajibannya, serta mendorong 

tegaknya hukum yang berkeadilan, menjadi rujukan informasi bagi 

masyarakat global.  
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 Misi :  

1) Menyajikan produk informasi yng terpercaya, mencerdasakan, objektif, 

akurat, jujur, jernih, berakhlak, dan berimbang  

2) Meningkatkan hasil usaha dengan cara yang sehat, adil, efisien, dan 

efektif, inovatif, tumbuh dan disegani dalam bisbis global  

3) Meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pembaca  

4) Memimpin pasar media nasional dengan cakupan global dalam industry 

media cetak dan elektronik. 

(Purba,2016:45). 

4.1.3 Struktur Pemberitaan 

Struktur pemberitaan majalah Gatra memprioritaskan berita politik, 

ekonomi, hukum, bisnis, dan sosial. Sedangkan berita hiburan yang sifatnya 

lifesytle, olahraga, kesehatan, menempati porsi sekunder. Sebagai majalah berita, 

dalam menampilkan pemberitaan, Gatra mengkombinasikan unsur aktualitas 

peristiwa mingguan dengan peliputan mendalam (indepth coverage) dan 

penulisannnya dengan bentuk feature. Struktur pemberitaannya meliputi laporan 

utama yang merupakan perhatian Gatra terhadap sebuah peristiwa mingguan 

tertentu, laporan khusus sebagai kaitan laporan utama atau berita penting 

mingguan lainnya, berita ekonomi yang mengulas perkembangan ekonomi makro 

maupun mikro, bisnis, kemudian ragam dan olahraga yang merupakan 

komplementer (Purba,2016:46). 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Isi Tekstual 

  Berdasarkan teknik analisis data yang telah ditentukan oleh peneliti, 

maka berita yang telah terkumpul akan dijadikan unit analisis dengan melakukan 

koding dan seleksi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan untuk mengetahui 

isu-isu yang dianggap menonjol yang membantu dalam pemilihan berita yang 

akan dikonstruksi.  

Kategori tersebut antara lain:  

a. Jumlah Paragraf  

Jumlah paragraf menggambarkan keseriusan media dalam mengulas 

sebuah topik dalam pemberitaannya. Pada penelitian ini berita dibagi berdasarkan 

jumlah paragraf yang diberi rentan, ≤10,11-15, 16-20, 21-25, ≥26  

b. Posisi Berita  

Penempatan berita pada setiap bagian surat kabar bukan hal yang terjadi 

tanpa sebab. Posisi sebuah berita memiliki nilai tersendiri. Posisi berita pada 

penelitian ini dibagi berdasarkan halaman, yaitu headline, halaman depan bukan 

headline, halaman tengah, dan halaman belakang.  

c. Narasumber  

Pemilihan narasumber merupakan hal penting dalam penulisan satu berita. 

Pemilihan dilakukan berdasarkan isu yang akan ditonjolkan oleh media dalam 

berita tersebut. Penggolongan narasumber dalam penelitian ini adalah menteri 

dalam negeri, anggota dewan, lembaga survei dan pengamat politik. 
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d. Isu yang Ditonjolkan  

Pembagian berita berdasarkan isu yang ditonjolkan dalam sebuah berita 

disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Terkait dengan pemberitaan tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-Jk pada majalah Gatra dilihat bagaimana penonjolan isu 

terkait hasil kerja bidang politik dan penegakan hukum Jokowi-Jk. 

Pada tabel dibawah ini peneliti menyajikan profil berita yang akan diteliti 

berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu jumlah paragraf, 

jenis berita, posisi berita,  narasumber, dan isu-isu yang ditonjolkan. 

TABEL 4.2.1 

Profil Berita yang Diteliti 

No Judul Berita 

Jumlah 

Paragraf 

Posisi Berita Rubrik 

1 

Menjaga Ketertiban 

Bukan Anti Kritik 

27 

Halaman 

Belakang 

(93-95) 

Dinamika Politik 

2. 

Meredam Pilkada 

Rasa Sara 

28 

Halaman 

Belakang 

(99-101) 

 

Pilkada 

 

3. 

Lugas Menindak 

Ormas Bablas 

23 

Halaman 

Belakang 

(Hal. 123-125) 

Menjaga 

Konsensus 

Nasional 
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4. 

Menghidupkan Spirit 

Pancasila 

16 

Halaman 

Belakang 

(Hal. 126-127) 

Menjaga 

Konsensus 

Nasional 

Catatan : Total jumlah halaman Gatra edisi khusus adalah 139 halaman 

TABEL 4.2.1 

Profil Berita yang Diteliti 

No Judul Berita Isu yang Ditonjolkan Sumber Berita 

1. 

Menjaga Ketertiban 

Bukan Anti Kritik 

Pemerintah tidak tegas 

dalam penegakan 

hukum, Pemerintah 

tidak anti kritik  

Pengamat Politik, 

Menteri Dalam 

Negeri 

2. 

Meredam Pilkada Rasa 

Sara 

Pemerintah masih 

belum mampu untuk 

meredamkan isu 

SARA di masyarakat. 

Direktur 

Komunikasi 

Indonesia Indikator, 

Direktur Eksekutif 

& Peneliti Politik 

Indikator Politik 

Indonesia, Direktur 

Saiful Mujani 

Research and 

Consulting (SMRC) 

3. 

Lugas Menindak Ormas 

Bablas 

Penerbitan Perppu 

Ormas wujud 

Anggota Komisi II 

DPR, Wakil Ketua 
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ketegasan Pemerintah 

menindak ormas anti 

Pancasila 

Umum Partai 

Gerindra, Wakil 

Ketua DPR, Menteri 

Dalam Negeri, 

Indikator Politik 

Indonesia, Analis 

Komunikasi Politik 

Universtas 

Paramadina 

4. 

Menghidupkan Spirit 

Pancasila 

Pemerintah bentuk 

lembaga pembinaan 

ideologi Pancasila 

untuk menghindari 

potensi ancaman 

terhadap pancasila. 

Kepala Unit Kerja 

Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila, 

Pengamat Politik 

 

4.2.1.1 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Jumlah Paragraf  

Dari profil berita di atas, kemudian dilakukan pendataan frekuensi 

berdasarkan kategori yang telah ditentukan peneliti dan akan dilakukan analisis 

sesuai kategori. 
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TABEL 4.2.2 

Jumlah Paragraf 

No Jumlah Paragraf Frekuensi (f) Persentase 

1 ≤ 10 

 
0 0% 

2 11-15 0 20% 

3 16-20 1 25% 

4 21-25 1 25% 

5 ≥26 2 50% 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa porsi pemberitaan tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-JK terkait bidang politik dan penegakan hukum yang 

membahas isu SARA dan kebebasan berpendapat dalam majalah Gatra cukup 

mengulas. Hal ini tampak dari penggunaan jumlah paragraf dari empat berita yang 

diteliti, ada dua berita berjumlahkan ≥26 paragraf yang berjudul Menjaga 

Ketertiban Bukan Anti Kritik dan Meredam Pilkada Rasa Sara . Dua berita ini 

mewakili kinerja pemerintah bidang Politik. Sedangkan untuk bidang penegakan 

hukum, seperti  Lugas Menindak Ormas Bablas, majalah Gatra menyajikan ulasan 

pada rentang 21-25 paragraf dan untuk kolom wawancara bersama Kepala Unit 

Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal menjaga konsensus 

nasional, majalah Gatra hanya menggunakan 16 paragraf saja.  

Penggunaan jumlah paragraf tersebut tentu akan berpengaruh terhadap 

penting atau tidak pentingnya berita tersebut kepada khalayak. Penyediaan 

informasi yang akurat dan juga mendalam oleh media dapat diukur dari jumlah 
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paragraf yang digunakan. Berita yang dianggap penting oleh media tentunya akan 

memuat informasi yang akurat dan mendalam serta dituliskan dalam paragraf 

yang relatif panjang dikarenakan muatan isi berita tersebut. Hal ini cukup 

ditunjukan oleh majalah Gatra,  dapat dilihat jumlah paragraf dari keempat berita 

tersebut didominasi pemberitaan dengan jumlah paragraf diatas 16 paragraf.  

Meskipun jika dilihat, frekuensi jumlah berita yang disajikan terkait masalah 

politik dan penegakan hukum hanya berjumlah 11 berita dari 30 pemberitaan yang 

ada pada edisi khusu Gatra kali ini. Kemudian dari 11 pemberitaan 

tersebut,ditemukan yang mengulas seputar isu kebebasan berbicara, SARA hanya 

berjumlah 4 berita saja. 

4.2.1.2 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Posisi Berita 

TABEL 4.2.3 

Posisi Berita 

No Posisi Berita Frekuensi (f) Persentase (%) 

1   Headline 0 0% 

2 Halaman Depan bukan Headline 0 0% 

3 Halaman Tengah 0 0% 

4 Halaman Belakang 4 100% 

 

 Pada penempatan halaman berita, majalah Gatra menempatkan ke-empat 

berita terkait bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada kinerja 

pemerintah dalam menghadapi isu SARA, kebebasan berpendapat dan isu 

konsensus nasional yang terletak pada halaman belakang. Keseluruhan berita pada 
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halaman belakang tidak pada posisi berurutan. Karena diantara rubrik yang 

membahas isu tersebut, disisipi dengan info dari kementerian, kolom, dan juga 

berita terkait pembangunan yang dilakukan Jokowi-Jk. Hal ini mempengaruhi tata 

letak halaman pada tiap rubrik dan sub-rubrik pada majalah Gatra. 

 Penempatan halaman satu berita dipengaruhi oleh tingkat kepentingan satu 

berita tersebut. Pada penyusunan berita model piramida terbalik, semakin 

mengerucut ke bawah menjelaskan bahwa berita tersebut memiliki tingkat 

kepentingan yang rendah. Berita mengenai politik dan penegakan hukum dalam 

model ini berada pada tingkat terendah. Majalah Gatra dalam menempatkan 

halaman satu berita dapat dikategorikan menggunkan model piramida terbalik. 

Hal ini menunjukan bahwa bagi majalah Gatra, berita mengenai politik dan 

penegakan hukum yang berfokus pada kinerja pemerintah dalam menghadapi isu 

SARA, kebebasan berpendapat dan isu konsensus nasional tidak begitu penting. 

4.2.1.4 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Narasumber 

TABEL 4.2.4 

Narasumber 

No Narasumber Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Menteri Dalam Negeri 3 21% 

2 Anggota Dewan 2 14% 

3 Pengamat Politik 4 29% 

4 Lembaga Pemerintah 1 7% 

5 Lembaga Survey 4 29% 
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 Adapun narasumber yang dipilih oleh majalah Gatra adalah Tjahyo 

Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Tjipta Lesamana (Pengamat Politik), Rustika 

Herlambang (Direktur Komunikasi Indonesia Indicator), Burhanuddin Muhtadi 

(Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Djayadi Hanan (Direktur 

Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting), Virdika Rizky Utama (Peneliti 

Politik Indikator Politik Indonesia), Mardani Ali (Anggota Komisi II DPR), Fadli 

Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), Taufik Kurniawan (Wakil Ketua 

DPR), Hendri Satrio (Analisis Komunikasi Politik Universitas Paramadina),Yudi 

Latif (Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), Siti Zuhro 

(Pengamat Politik),  Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia, Data 

Kementerian Komunikasi dan Infromasi, Lembaga Survey Saiful Mujani 

Research and Consulting, Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia, Lembaga 

Survey Indonesia Indicator. 

 Berdasarkan tabel diatas, Gatra terlihat mengakomodasi pernyataan-

pernyataan pihak terkait dan juga Gatra turut menyertakan hasil  dari lembaga  

survey untuk menganalisis kinerja pemerintah selama tiga tahun 

pemerintahannya. Pemilihan narasumber yang mengkritik dan turut memberikan 

ruang kepada pemerintah selaku pihak penyelenggara berguna untuk menjaga 

keseimbangan dalam penulisan berita tersebut. Kehadiran narasumber yang 

kredibel memiliki peran yang sangat penting dalam isu yang diberitakan. 

Beragamnya narasumber dalam satu berita berguna untuk menjaga keseimbangan 

dalam penulisan berita.   

4.2.1.4 Analisis Isi Tekstual Berdasarkan Isu yang Ditonjolkan 
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TABEL 4.2.5 

Isu yang Ditonjolkan 

No Isu yang Ditonjolkan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 

Isu Kebebasan Berpendapat dan 

Berekspresi 

3 50% 

2 

Isu suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA) 

1 17% 

2 

Isu komitmen pada konsensus 

nasional seputar Pancasila 

2 33% 

 Isu-isu yang ditonjolkan dalam berita tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk 

terkait bidang politik dan penegakan hukum, majalah Gatra mengambil fokus 

pada sikap pemerintah dalam menyikapi isu yang berkaitan dengan kebebasan 

berpendapat, SARA, dan juga isu konsensus nasional yang memang sedang 

berkembang di masyarakat. Isu tersebut dikembangkan majalah Gatra dengan 

mengaitkannya pada beberapa kasus yang terjadi dan menyajikan bagaimana 

dampaknya pada pemerintah dan masyarakat melalui hasil survey dan hasil 

amatan pengamat politik.  

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat berita yang diteliti, Gatra 

menaruh porsi yang lebih banyak dalam menonjolkan isu kebebasan berpendapat 

dan berekspresi dengan persentase 50%. Hal ini dilihat dari setiap judul 

pemberitaan, Gatra cenderung menempatkan informasi isu kebebasan berpendapat 

dalam konteks yang khas sehingga terlihat sisi ini mendapatkan alokasi lebih 

besar dari isu yang lain. 



51 
 

 
 

4.2.2 Analisis Framing 

Sesuai dengan yang telah ditentukan peneliti sebelumnya pada bab III, 

setelah dilakukan analisis teks konvensional maka dilakukan analisis framing. 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah framing model Robert N. 

Entman. Berita yang akan dianalisis adalah empat berita terkait bidang politik dan 

penegakan hukum yang juga dianalisis sebelumnya menggunakan analisis teks 

konvensional. Analisis framing ini diharapkan dapat menggambarkan konstruksi 

berita – berita pada majalah Gatra terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk 

terkait bidang politik dan penegakan hukum. 

4.2.2.1 Analisis Framing Berita 1 

TABEL 4.2.6 

Karakteristik Majalah  

Tanggal Terbit 19-25 Oktober 2017 

Halaman 92-95 

Judul Berita Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik 

Defenisi Masalah (Define Problem) 

Defenisi masalah merupakan master frame atau bingkai yang paling 

utama. Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat oleh wartawan akan 

memengaruhi penulisan dan sudut pandang berita. Hal ini jugalah yang digunakan 

wartawan Gatra dalam menuliskan berita Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kririk. 

Pada pemberitaan ini, majalah Gatra memandang selama periode tiga tahun 

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah dilihat sebagai pemimpin 

yang tidak tegas dalam penegakan hukum dan semakin mengekang kebebasan 
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berpendapat masyarakat. Hal ini dapat langsung dilihat pada lead yang digunakan 

Gatra saat mengawali beritanya.  

“Kebebasan berpendapat hanyalah salah satu bagian demokrasi. Presiden 

harus lebih berani dalam menegakan hukum. Teman terbaik adalah mereka 

yang menyampaikan kritik demi kebaikan. Mengapa Penerintah takut 

terhadap Saracen?” 

 

 Frame kemudian dikembangkan oleh Gatra pada awal paragraf berita 

dengan mejelaskan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Gatra juga turut 

memaparkan serangkaian peristiwa penersangkaan terhadap pihak yang 

mengkritisi atau berseberangan dengan pemerintah seperti kasus ujaran kebencian 

Jonru Ginting, kasus Saracen, hingga kasus tuduhan makar yang ujungnya tidak 

mendapatkan kepastian hukum. 

“Masyarakat yang terbelah menandai tiga tahun pemerintahan Presiden 

Joko Widodo. Mereka yang pro dan kontra pemerintah saling melaporkan 

kepada polisi. Peristiwa teranyar adalah penangkapan Jonru Ginting. 

Postingannya di media sosial kerap mengkritisi, kalau tidak mau dibilang 

menyinyiri pemerintah.Sebelum Jonru, kelompok Saracen juga dibekuk 

polisi. Kelompok ini kerap mem-posting tulisan yang menjelek-jelekkan 

Pemerintah. “ 

“Pada saat heboh demokrasi berlabel cantik, seperti 411 dan 212, sejumlah 

aktivis ditangkap dengan tuduhan makar. Namun, begitu ditersangkakan, 

ujungnya tidak jelas. Para pemakar malah dibiarkan melenggang bebas. 

Hasil pemerikasaan pun terkesan ditutupi atau dirahasiakan, tidak 

transparan.” 

 “Menurut Tjipta Lesmana, ada yang menarik saat Presiden menanggapi 

aksi demo yang dipimpin Habib Rizieq. “Sayangnya, aksi-aksi itu telah 

diboncengi sejumlah politisi.” Karena yang menyampaikan adalah 

Presiden, kata Tjipta, rakyat tentu menilai hal itu benar, tidak ada unsur 

kebohongan apalagi fitnah. Tapi sayangnya hal tersebut tidak ada 

kelanjutannya.” 

Gatra turut mengembangkan isu ini dengan mendefenisikan masalah lewat 

pernyataan dari pengamat politik, Tjipta lesamana, yang melihat bahwa ada 
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indikasi pemerintahanan Jokowi bergulir ke ranah otoritarian atau dictatorship 

berdasarkan sikap Pemerintah yang terlihat semakin anti kritik.  

“Terkait dengan sikap Pemerintah yang terlihat semakin antikritik, Tjipta 

mengamatinya sebagai indikasi kearah diktator atau otoritarian. Menurut 

teori, Pemerintah yang alergi kritik dan marah jika dikritik, 

mengindikasikan bahwa roda pemerintahannya bergulir ke ranah 

otoritarian.” 

“Saya khawatir pemerintahan Jokowi sudah mulai bergulir kesana.” 

 

Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (Diagnose Causes) 

 Majalah Gatra memperkirakan yang menjadi sumber masalah dalam 

pemberitaan ini adalah berasal dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang 

tidak memiliki keberanian dan ketegasan serta terkesan mendapat pengaruh dari 

orang-orang dilingkaran Jokowi. Gatra menilai bahwa pemerintah seharusnya 

menjadi aktor kunci yang memegang peranan dalam mewujudkan ketertiban serta 

keamanan rakyat Indonesia sehingga intervensi yang diberikan dari pihak 

manapun tidak mengganggu fokus kerja Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari 

penyajian berita Gatra yang menyajikan pernyataan dari narasumber terkait isu 

yang ditonjolkan yang sesuai dengan pandangan Gatra. Gatra masih mengambil 

pernyataan dari narasumber yang sama yaitu Tjipta Lesamana, pengamat politik 

sekaligus Profesor yang mengajar di Universitas Budi Luhur. 

“Salah satu kelemahan terbesar Jokowi adalah orang-orang di lingkaran 

Jokowi. Ring satu Jokowi ditempati orang-orang yang punya kepentingan, 

pengusaha-pengusaha besar. “Pak Jokowi tidak punya keberanian untuk 

melawan orang-orang di ring satu itu. Padahal dia tau persis yang ingin 

menjegalnya. Jokowi suka lupa atau memang, maaf, penakut. Dia lupa 

bahwa dia Presiden RI, kepala negara,”tegasnya.  

“Ini termasuk titik lemah pemerintahan Jokowi di bidang penegakan 

hukum. Terlalu banyak mulut. Lelet, lambat sekali. Dari awal sejak bulan 

Juli Polri sudah menemukan tersangkanya. Prosesnya lama. Makanya hoax 

juga tambah hebat.” 
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Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) 

Ketika masalah sudah didefenisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, 

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan itu. 

Membuat keputusan moral dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi 

pada pendefenisian masalah yang dibuat. 

Memberikan keputusan moral berdasarkan fakta dari sumber berita yang 

kredibel membuat pembaca akan memiliki persepsi yang sama dengan Gatra. 

Adapun keputusan moral yang diberikan pada pemberitaan ini adalah pemerintah  

masih memiliki banyak kelemahan dari sisi penegakan hukum namun bukan 

berarti mengancam kebebasan berpendapat rakyatnya. 

 Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan teks berita Gatra yang cenderung 

menyudutkan pemerintah dalam hal kurangnya ketegasan dalam penegakan 

hukum tersebut. Terlihat dari penonojolan isu yang dituliskan secara berulang-

ulang. Namun, terkait isu yang menyatakan pemerintah antikritik, Gatra 

menyajikan fakta dari dua narasumber sebagai pembanding yaitu dari Menteri 

Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan pengamat politik Tjipta Lesamana yang sudah 

memberikan pernyataannya dari awal berita. 

Menurut Tjipta perlu dipahami terlebih dahulu konsep demokrasi, yang 

kerap disalahartikan anak muda. Demokrasi bukan hanya ‘kebebasan 

mengemukaan pendapat’ atau berekspresi. Demokrasi seperti sebuah 

bangunan dengan pilar-pilar pendukung. 

“Kritik, enggak apa-apa. Saya suka kritik, tapi juga ada batasnya.” 

“Tjahyo menyanggah pendapat yang menyebutkan bahwa Pemerintah anti 

kritik. Pemerintah tidak anti kritik. Pemerintah justru sangat terbuka dan 

trasnparan dalam pengelolaan tata kelola pemerintah,”katanya. 

 

 

 



55 
 

 
 

 Meskipun pada headline pemberitaan Majalah Gatra terlihat menyudutkan 

pemerintah dengan menyajikan argumen terkait kasus yang belum jelas proses 

hukumnya disertai penyajian foto Jonru Ginting dan web Saracen, namun dari 

keseluruhan isi berita ‘Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik’, terlihat bahwa 

Gatra ingin menutup keseluruhan berita dengan memberikan keputusan moral 

bahwa pemerintah itu tidak anti kritik, melainkan hanya menjaga ketertiban lewat 

aksi penangkapan orang-orang yang berbicara kebablasan. Hal ini dapat dilihat 

dari cara wartawan mengutip kutipan Menteri Luar Negeri saat menutup 

artikelnya. 

Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) 

Penyelesaian yang diberikan oleh Gatra dalam berita ini mengenai sikap 

pemerintah yang kurang tegas dalam penegakan hukum dan juga terkait isu anti 

kritik pemerintah adalah pemerintah harus lebih berani dalam menindak pelaku 

yang menyebarkan kebencian dan fitnah. Dalam pelaksanaan hukumnya 

pemerintah sebaiknya lebih transparan kepada masyarakat. Banyak landasan 

hukum seperti KUHP, UU ITE yang dapat digunakan.  

Gatra, terkait kebebasan berpendapat, juga meyakinkan pembaca bahwa 

siapapun  dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E untuk bebas mengeluarkan 

pendapat, mengkritik Presiden, namun diarahkan pada kebijakan dan kinerjanya 

bukan pada personal dan tidak menyelipkan unsur fitnah ataupun menebar 

kebencian. 
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“Pada masa pemerintahan Soeharto, para pelaku diseret ke pengadilan agar 

masyarakat bisa mengetahui letak kesalahannya, tetapi sekarang 

tidak.Inilah yang dituntut dari pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu 

bertindak lebih tegas dan lebih berani dalam penegakan hukum. 

“Kritik, sekeras-kerasnya kritik diperbolehkan dan dibenarkan dalam 

sistem demokrasi. Tapi, jangan masuk ke personal.”ungkap Thahjo. 

“Kebebasan berpendapat, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E, yang 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu kata Tjahyo, Presiden 

juga sangat terbuka terhadap kritik. Masyarakat atau siapapun boleh 

mengkritik Presiden atas kinerja yang diemban pemerintah. “Yang tidak 

boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian.” 

 

TABEL 4.2.6 

FRAME I: Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

Pemerintah dianggap sebagai pemimpin yang 

anti kritik dan tidak tegas dalam menegakan 

hukum lewat serangkaian peristiwa 

penersangkaan terhadap pihak yang mengkritisi 

atau berseberangan dengan pemerintah yang 

ujungnya tidak mendapatkan kepastian hukum.  

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah) 

Ketidakberanian dan ketidaktegasan sikap 

Presiden Joko Widodo serta adanya pengaruh 

dari orang-orang dilingkaran Jokowi. 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

Pemerintah masih memiliki banyak kelemahan 

dari sisi penegakan hukum namun bukan 

berarti mengancam kebebasan berpendapat 

rakyatnya. 
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Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian) 

1. Pemerintah harus lebih tegas dan berani 

2. Kritik merupakan bentuk kepedulian 

masyarakat kepada pemerintah 

3. Kritik diarahkan pada kebijakan bukan 

personal 

4. Mengkritik diperbolehkan asal tidak 

dilakukan dengan fitnah ataupun 

menebar kebencian 

 

4.2.2.2 Analisis Framing Berita 2 

TABEL 4.2.7 

Karakteristik Majalah 

Tanggal Terbit 19-25 Oktober 2017 

Halaman 99-101 

Judul Berita Meredam Pilkada Rasa Sara 

 

Defenisi Masalah (Define Problem) 

 Majalah Gatra pada berita ini mendefenisikan masalah dengan 

menonjolkan isu utama yaitu tentang peningkatan eskalasi dan intensitas 

penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tiga tahun 

Pemerintahan Jokowi-Jk dan semakin meningkat tajam saat memasuki Pemilu. Isu 

ini diceritakan oleh Gatra pada headline berita dengan mengaitkan frame pada 
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kasus penistaan agama oleh petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau 

Ahok yang akhirnya ‘tumbang’ pada Pilkada DKI 2017 karena alasan agama.  

“Lingkaran Survey Indonesia (LSI) memprediksi isu agama sebagai faktor 

yang menumbangkan Ahok. Persentase jumlah pemilih muslim yang tak 

menginginkan gubernur non muslim meningkat dari 40% ke 55% 

(September 2016).”  

 “Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, jumlah konten 

berbau SARA dan ujaran kebencian di dunia maya mencapai puncak 

tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 laporan”  

 

Majalah Gatra memandang kasus ‘keseleo lidah’ Ahok ini berimbas pada 

dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Gatra  menyajikannya lewat 

hasil survey Indikator Politik Indonesia yang mengakui tentang menurunnya 

elektabilitas dan mencapai titik terendah di Januari 2017. 

 Gatra juga mengembangkan frame tersebut dengan menyajikan dua foto. 

Foto pertama menggambarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai dilantik 

menjadi Gubernur DKI 2017-2022 menggantikan gubernur sebelumnya yaitu 

Ahok. Foto kedua menggambarkan Ahok yang tiba di rumah tahanan Cipinang, 

Jakarta.  

 Penyajian foto dan judul yang menarik oleh Gatra tentu akan membuat 

pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Hal ini diakibatkan ada makna 

laten yang ingin ditunjukan Gatra antara foto dan judul berita yaitu kampanye 

hitam yang menyentuh isu SARA, dampaknya jauh lebih besar dan masif bagi 

para calon pemimpin di Indonesia.  
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Memperkirakan Masalah (Diagnose Causes) 

 Majalah Gatra memandang yang menjadi sumber masalah dalam 

pemberitaan ini adalah  kampanye hitam yang terus terjadi saat Pilkada, sehingga 

masalah isu SARA ini belum terentaskan secara maksimal. Gatra menyajikan 

temuan dari lembaga survey yang menyatakan bahwa modus SARA ini sudah 

muncul sejak 2012 dan semakin mengkhawatirkan.  

“Dalam catatan Indonesia Indicator, sejak 2012, kampanye negatif dengan 

menggunakan isu SARA sudah muncul. Awalnya, pada masa itu, 

kampanye negatif disebarkan melalui layanan pesan singkat (SMS) dan 

aplikasi antar pesanan Blackberry (BBM).” 

“Hasil riset Indonesia Indicator tentang kampanye hitam di pilkada periode 

2012-2017 menunjukan bahwa isu korupsi dan skandal tidak berpengaruh 

besar dalam pilkada. Tapi ketika menyentuh SARA, dampaknya jauh lebih 

besar dan masif.” 

 

Gatra dalam mengembangkan frame ini mengambil kutipan langsung dari 

narasumber yang berasal dari lembaga survey Indikator Politik Indonesia, 

Burhanuddin Muhtadi, yang melihat bahwa isu-isu yang sedang berkembang di 

masyarakat lewat Aksi Bela Islam, ribut dugaan makar, hingga menyerempet 

sosok personal Jokowi, semuanya itu bertujuan untuk melemahkan Jokowi. 

“Ada instabilitas politik yang bertujuan melemahkan Jokowi, bukan 

menjatuhkannya,”papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, 

Burhanuddin Muhtadi.” 

 

Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) 

 Keputusan moral yang dapat ditentukan dalam berita ini adalah bahwa 

pemerintah masih belum mampu untuk meredamkan isu SARA di masyarakat. 

Meskipun upaya dan manuver yang dikenal dengan Safari Politik Presiden Jokowi 

seperti roadshow ke kantong-kantong Islam,bertemu dengan elite partai Politik, 
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TNI, dan Polri sembari membawa pesan kebhinekaan berhasil menaikan 

elektabilitas Jokowi yang sempat menurun akibat imbas dari kasus penistaan 

agama, namun isu SARA ini masih belum terentaskan secara optimal.  

“Kekhawatiran publik terhadap isu SARA belum reda. Indo Barometer 

menginvertasi lima permasalahan terpenting yang dihadapi pemerintahan 

Jokowi-Jk di dua setengah tahun masa kepemimpinannya. Masalah agama 

dan SARA menempati posisi ketiga dengan 8,3%. Posisi pertama dan 

kedua dihuni oleh permasalahan perekonomian rakyat 16% dan harga 

sembako 14,6%.”  

“Peneliti politik Indikator Politik Indonesia, Rizka Hilda, menyebut 

dirinya masih mengkhawatirkan bahwa modus SARA dalam pilkada DKI 

di kloning ke daerah-daerah lain dalam pilkada serentak 2018 nanti.” 

 

Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) 

 Penyebaran isu SARA dalam pilkada yang disebar melalui kampanye 

hitam menjadi kendala pemerintah dalam menanggulangi isu dan menjaga 

kedamaian NKRI, untuk itu majalah Gatra menekankan penyelesaian agar para 

kandidat calon di Pilkada untuk sama-sama menjaga suhu politik. Gatra mengutip 

solusi dari narasumber peneliti politik, Indikator Politik Indonesia, Rizka 

Halida.Hal ini meyakinkan pembaca bahwa seharusnya elite politik tidak 

menjadikan isu SARA sebagai cara untuk memenangkan Pilkada. 

 “Ini bisa jadi tantangan untuk elite politik, untuk memenangkan pilkada 

tanpa SARA,”ujarnya. 

TABEL 4.2.7 

FRAME II: Meredam Pilkada Rasa SARA 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

Meningkatnya jumlah ujaran kebencian serta 

konten berbau SARA saat menjelang Pemilu. 
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Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

1. Penyebaran isu SARA dalam pilkada yang 

disebar melalui kampanye hitam menjadi 

kendala pemerintah dalam menanggulangi 

isu dan menjaga kedamaian NKRI. 

2. Instabilitas Politik bertujuan untuk 

melemahkan Presiden Jokowi 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

Pemerintah masih belum mampu untuk 

meredamkan isu SARA di masyarakat, 

meskipun begitu tingkat kepercayaan dan 

dukungan publik meningkat. 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian 

Kandidat calon untuk Pilkada agar bersama 

menjaga suhu politik dan memenangkan 

Pilkada tanpa SARA 

 

4.2.2.3 Analisis Framing Berita 3 

TABEL 4.2.8 

Karakteristik Majalah 

Tanggal Terbit 19-25 Oktober 2017 

Halaman 123-125 

Judul Berita Lugas Menindak Ormas Bablas 

Defenisi Masalah (Define Problem) 

 Define Problem (defenisi masalah) menekankan bagaimana sebuah 

peristiwa akan dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami 
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secara berbeda. Pada pemberitaan ini, majalah Gatra melihat bahwa tindakan 

tegas pemerintah dalam menerbitkan Perppu ormas sebagai langkah yang tepat. 

Frame ini dikembangkan oleh Gatra pada awal berita paragraf dengan 

menonjolkan isu kebebasan berekspresi yang kebablasan yang dilakukan Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI), ormas pengusung khilafah, sistem politik yang esensinya 

bertentangan dengan NKRI dan pancasila serta menghubungkannya dengan hasil 

survey tingkat penerimaan dan pengenalan publik terhadap HTI.  

“Pernyataan Tjahjo cocok dengan hasil survey nsional evaluasi tiga tahun 

Jokowi-Jk oleh Indikator Politik Indonesia. Riset ini dilakukan melalui 

wawncara tatap muka dengan 1.220 responden pada 17-24 September lalu. 

Margin of error-nya 2,9%.” 

“Temuan survey ini, 32% publik tahu bahwa Jokowi menerbitkan Perppu 

Ormas. Dari jumlah yang tahu itu, 75% setuju penerbitan perppu. 

Sebanyak 29,8% responden mendukung dengan alasan menjaga keutuhan 

NKRI. Lalu29,5% menerima atas argument memperkokoh Pancasila dan 

UUD 1945. Serta 10,8% menilai ini untuk menjaga kerukunan bangsa 

Indonesia. 

“Lalu, 35% tahu kelembagaan HTI. Juga 62% tahu cita-cita HTI 

mendirikan khilafah. Sebanyak 42% responden yang tahu Perppu setuju 

bahwa HTI bertentangan dengan Perppu Ormas. Tercatat 12,2 % menilai 

gerakan ormas itu meresahkan masyarakat.”  

 

Memperkirakan Masalah (Diagnose Causes) 

 Diagnose Causes (memperkirakan masalah) merupakan elemen framing 

untuk membingkai siapa yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Penyebab 

disini bisa berarti apa atau siapa. Karena itu, masalah yang dipahami secara 

berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda 

pula. 

  Gatra terkait dengan pemberitaan sebelumnya yang berjudul Menjaga 

Ketertiban Bukan Anti Kritik, Gatra menampilkan sumber masalahnya adalah 

karena sikap pemerintah sendiri yang tidak tegas dalam menegakkan hukum. 
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Namun, pada berita ini Gatra melihat yang menjadi sumber masalahnya adalah 

salah kaprah terhadap penggunaan kebebasan berekspresi yang kebablasan 

sehingga muncul pemikiran radikal yang menyusup di ormas.  

“Sebelum ada ISIS, kampanye khilafah digencarkan Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI) yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan 

(ormas). Sudah lama muncul kegelisahan, bagaimana ormas yang 

esensinya bertentangan dengan Pancasila, sebagai konsensus  kebangsaan, 

dibiarkan leluasa beroperasi. Kebebasan disalahgunakan menjadi 

kebablasan.” 

 

 Kemudian, Gatra juga menyajikan dalam berita ini yang menjadi sumber 

masalah kedua adalah Perppu Ormas itu sendiri yang dinilai semakin membuat 

pemerintah lebih otoriter. Hal ini dapat dilihat dari Gatra menyajikan kutipan 

langsung dari pernyataan Anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali, dan, 

Fadli Zon yang menilai aturan tersebut mengganggu demokrasi di Indonesia dan 

sangat lemah dari sisi filosofis dan yuridis. 

“Kita jelas menolak Perppu Ormas,”ujar Wakil Ketua Umum Partai 

Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, aturan itu akan mengganggu demokrasi 

di Indonesia. Perpuu tidak boleh menjadi pengadilan untuk membubarkan 

ormas.” 

“Mardani Ali Sera, menilai perppu tersebut sangat lemah dari sisi filosofis 

dan yuridis” 

 

Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) 

 Keputusan moral yang dapat ditemukan dalam berita ini adalah setiap 

organisasi kemasyarakatan yang menegasisaikan NKRI dan anti-Pancasila akan 

ditindak tegas oleh Pemerintah. Hizbut tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh 

ormas yang esensinya bertentangan dengan Pancasila dan telah dibubarkan oleh 

Presiden. Gatra juga memberikan penilaian moral bahwa penerbitan Peppu Ormas 
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ini merupakan langkah tepat pemerintah atas respon kegelisahan masyarakat 

selama ini.   

“Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, penerbitan Perrpu Ormas bukan 

semata untuk mencabut kelembagaan Ormas. Melainkan, penyempurnaan 

atas UU Ormas sebelumnya.” 

“Tjahjo menandaskan, Peeppu Ormas ini berlaku umum dan tidak 

terafiliasi pada ormas tertentu. Menurutnya, ini menjadi gesture tegas 

Jokowi untuk memperingati ormas anti-Pancasila dan UUD 1945. Jokowi 

ingin menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi 

bangsa Indonesia.” 

 

Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) 

 Pemenuhan informasi merupakan tujuan utama dari majalah Gatra pada 

berita ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil data-data yang tersedia berupa hasil 

survey, kutipan-kutipan pernyataan langsung dari pihak yang terkait dalam 

persoalan Perppu Ormas. Hasil survey dan kutipan langsung tersebut memberi in 

informasi kepuasan tersendiri bagi pembaca yang ingin mengetahui informasi 

mengenai kinerja pemerintah dalam penegakan hukum terhadap ormas yang 

bertentangan dengan Pancasila. Selain itu juga, Gatra menampilkan pernyataan 

dari menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo, mengenai solusi dari persoalan yang 

menyangkut isu konsensus nasional yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. 

“Perppu Ormas ini, Tjahjo melanjutkan, juga untuk menangkal gerakan 

radikalisme yang mudah menyusup ke gerakan ormas. “Ini sangat penting 

untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme yang bertentangan dengan 

ideologi Pancasila,”ia menegaskan. 

 Gatra juga mencantumkan kutipan langsung dari narasumber yang berasal 

dari Analisis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, untuk memberikan solusi pada 

persoalan yang diberitakan. Penyajian solusi yang berbeda dari narasumber 
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menunjukan bahwa majalah Gatra ingin menjaga keseimbangan dalam 

pemberitaannya. 

“Jokowi lebih banyak disibukkan dengan isu non-ekonomi. Bahkan 

fokusnya mulai terpecah. Seharusnya Jokowi disibukan dengan target lain, 

seperti membangun infrastruktur. Terkait dengan isu toleransi, 

keberagaman, Pancasila dan PKI, Hendri menilai Jokowi bisa lebih 

responsif.” 

TABEL 4.2.8 

Frame III: Lugas Menindak Ormas Bablas 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

Kebebasan berekspresi yang kebablasan 

yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI) 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

1. Salah kaprah terhadap penggunaan 

kebebasan berekspresi yang kebablasan 

sehingga muncul pemikiran radikal 

yang menyusup di ormas. 

2. Perppu Ormas dinilai semakin membuat 

pemerintah lebih otoriter 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

1. Setiap organisasi kemasyarakatan yang 

menegasisaikan NKRI dan anti-

Pancasila akan ditindak tegas oleh 

Pemerintah 

2. Penerbitan Peppu Ormas ini merupakan 

langkah tepat pemerintah atas respon 
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kegelisahan masyarakat selama ini. 

   

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian 

1. Perppu Ormas digunakan  untuk 

menangkal gerakan radikalisme yang 

mudah menyusup ke gerakan ormas. 

2. Presiden Jokowi harus bisa lebih 

responsive 

4.2.2.4 Analisis Framing Berita 4 

TABEL 4.2.9 

Karakteristik Majalah 

Tanggal Terbit 19-25 Oktober 2017 

Halaman 126 

Judul Berita Menghidupkan Spirit Pancasila 

 

Defenisi Masalah (Define Problem) 

 Majalah Gatra pada pemberitaan ini menginformasikan tentang program 

pemerintah yang membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila 

(UKP-PIP) yang berfungsi untuk menghidupkan kembali spirit Pancasila di 

Indonesia. Gatra memaknai masalah pada berita ini sebagai meredupnya nilai-

nilai Pancasila di kalangan masyarakat akibat dampak dari perubahan sosial 

politik  sehingga semakin memanaskan isu-isu yang berhubungan dengan SARA, 

kebebasan berpendapat hingga isu konsensus nasional.  
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 Gatra mengembangkan frame berita ini dengan mengutip pernyataan 

langsung dari narasumber terkait yaitu Yudi Latif, PhD, selaku kepala UKP-PIP, 

yang menyatakan bahwa ada ancaman terhadap Pancasila yang asalanya dari  ke-

lima jurusan sila yang ada. 

“Yudi mengingatkan potensi ancaman pada pancasila. Selama ini, jurusan 

itu hanya ada dari sila pertama saja, Ketuhanan yang Maha Esa. Yakni, 

berkaitan dengan ateisme, komunisme, dan lenisme. Padahal ancaman itu 

bisa datang dari lima jurusan sila,”katanya. 

“Ancaman sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini berkaitan 

dengan hak asasi manusia. Contohnya, hak ekonomi, politik, dan  budaya. 

Seperti menguasai sektor ekonomi di satu tangan dengan mengabaikan hak 

ekonomi sosial budaya masyarakat. 

“Ancaman sila ketiga, Persatuan Indonesia, misalnya gerakan separatism 

memecah belah bangsa. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contoh ancamannya 

politik yang didikte oleh kekuatan modal sehingga membuat puluhan kepala 

daerah ditangkap KPK. Terakhir, ancaman sila kelima, Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia, berkaitan dengan kesenjangan yang terlalu 

lebar.” 

Memperkirakan Masalah (Diagnose Causes) 

 Gatra pada pemberitaan ‘Menghidupkan Spirit Pancasila’, menonjolkan 

tentang program UKP-PIP yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Majalah Gatra menjelaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu cara 

untuk menghidupkan kembali spirit Pancasila. Gatra melihat yang menjadi 

sumber masalah dalam pemberitaan ini yaitu karena pemerintah menghilangkan 

pelajaran Pancasila di sekolah. Gatra mengutip pernyataan langsung dari Yudi 

Latif yang mengamini bahwa spirit Pancasila mulai menghilang dari implementasi 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

“Saat ini, spirit Pancasila meredup setelah pelajaran Pancasila dihilangkan 

dari persekolahan. “Sehingga Pancasila mulai aus dari segi keyakinan 

orang. Pancasila juga kurang dipahami kandungan  nilainya. Secara 
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prilaku pun menjadi kurang dibumikan,”ungkap Kepala UKP-PIP, Yudi 

Latif.” 

 

Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) 

 Adapun penilaian moral yang diberikan majalah Gatra adalah bahwa 

selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk sedang menghadapi kelunturan 

implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga Pancasila mulai aus dari segi keyakinan orang. Pancasila juga kurang 

dipahami kandungan  nilainya. Secara prilaku pun menjadi kurang dibumikan. 

Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) 

 Gatra dalam memilih judul pada berita ini cenderung menunjukkan bahwa 

berita ini merupakan penyelesaian yang ditawarkan dari segala isu yang 

berkembang dalam suhu Politik di tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk, yaitu 

kembali pada Pancasila. Untuk itu majalah Gatra menekankan penyelesaian lewat 

kutipan langsung dari narasumber terkait yaitu Siti Zuhro selaku pengamat politi 

dan juga profesor riset LIPI, agar pemerintah lewat UKP-PIP ini dapat kembali 

menanamkan nilai Pancasila tidak hanya berfokus pada generasi milenial namun 

kepada semua generasi di Indonesia.  

 “Profesor riset LIPI menilai sosialisasi Pancasila bisa dilakukan dengan 

semangat sofistikasi tinggi. “Untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila 

butuh waktu yang diikuti aplikasi konkret, baik di tataran suprastruktur 

maupun infrastruktur politik dan masyarakat luas,”kata Siti. Penting juga 

bagi UKP-PIP untuk tidak hanya fokus pada generasi milenial, melainkan 

juga semua generasi. 

“Poin penting yang akan menjadi fokus UKP-PIP akan menekankan 

tentang rencana Kemendikbud menjadikan Pancasila sebagai pelajaran 

wajib kembali. Serta bagaimana menyuguhkan metode belajar dan 

pengajaran menarik dan kekinian, sesuai generasi milenial. 
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TABEL 4.2.9 

Frame IV: Menghidupkan Spirit Pancasila 

Define Problems 

(Pendefenisian masalah) 

Meredupnya nilai-nilai Pancasila di kalangan 

masyarakat akibat dampak dari perubahan 

sosial politik  sehingga semakin memanaskan 

isu-isu yang berhubungan dengan SARA, 

kebebasan berpendapat hingga isu konsensus 

nasional serta adanya ancaman langsung yang 

berasal dari kelima sila. 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah) 

Sumber masalah dalam pemberitaan ini yaitu 

karena pemerintah menghilangkan pelajaran 

Pancasila di sekolah 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk sedang 

menghadapi kelunturan implementasi nilai-

nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian 

1. UKP-PIP tidak hanya berfokus pada 

generasi milenial namun kepada semua 

generasi di Indonesia.  

2. Untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila 

butuh waktu yang diikuti aplikasi konkret, 
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baik di tataran suprastruktur maupun 

infrastruktur politik dan masyarakat luas. 

3. Kemendikbud menjadikan Pancasila 

sebagai pelajaran wajib kembali. Serta 

bagaimana menyuguhkan metode belajar 

dan pengajaran menarik dan kekinian. 

 

4.3 Pembahasan 

 Majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017 merupakan edisi khusus yang 

memberitakan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada 

majalah edisi khusus ini, Gatra menyajikan 30 pemberitaan yang disajikan dalam 

dua sudut pandang besar, yakni pencapaian sektor ekonomi dan pencapaian 

bidang politik. Dari masing-masing sudut pandang itu dielaborasi ke dalam sub-

bahasan yang lebih spesifik. Pada penilitian ini, objek yang diteliti adalah terkait 

pada sudut pandang bidang politik dan penegakan hukum. 

 Berdasarkan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis isi tekstual 

konvensional yang digunakan peneliti pada kajian awal, terlihat bagaimana seleksi 

isu serta penonjolan isu yang digunakan Gatra terkait sudut pandang politik dan 

penegakan hukum. Dari total 11 pemberitaan bidang politik dan penegakan 

hukum tersebut, majalah Gatra menyeleksi serta menonjolkan isu pada empat 

berita yang berfokus pada isu kebebasan berpendapat, SARA dan juga konsensus 

nasional. Judul pemberitaan tersebut adalah (1) Menjaga Ketertiban Bukan Anti 
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Kritik, (2) Meredam Pilkada Rasa Sara, (3) Lugas Menindak Ormas Bablas, (4) 

Menghidupkan Spirit Pancasila. 

 Berita pertama yang dianalisis oleh peneliti pada intinya membahas 

mengenai isu kebebasan berpendapat, dimana dalam tiga tahun pemerintahannya 

Presiden dianggap tidak tegas dalam menegakkan hukum dan ada indikasi 

mengekang kebebasan berpendapat rakyat. Kasus seperti dugaan makar hingga 

kasus penersangkaan terhadap pihak yang mengkritik pemerintah dibahas Gatra 

pada awal pemberitaan. Dalam menuliskan fakta, Gatra mengambil kutipan dari 

dua orang narasumber yaitu pengamat politik,Tjipta Lesamana dan Menteri 

Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. 

 Hal yang menarik pada seleksi dan penonjolan isu pada berita ini adalah 

meskipun pada headline pemberitaan Majalah Gatra terlihat menyudutkan 

pemerintah dengan menyajikan lead yang cukup  provokatif serta argumen dari 

narasumber yang mengatakan bahwa ada indikasi pemerintah kea rah dictator 

karena sikapnya yang terlihat semakin anti kritik dan juga terkait kasus yang 

belum jelas proses hukumnya disertai penyajian foto Jonru Ginting dan web 

Saracen, namun dari keseluruhan isi berita ‘Menjaga Ketertiban Bukan Anti 

Kritik’, terlihat bahwa Gatra ingin menutup keseluruhan berita dengan 

memberikan keputusan moral bahwa pemerintah tidaklah anti kritik, melainkan 

hanya menjaga ketertiban lewat aksi penangkapan orang-orang yang mengkritik 

kebablasan. Hal ini dapat dilihat dari cara wartawan mengutip kutipan Menteri 

Luar Negeri  saat menutup artikelnya. 
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 Pada berita kedua intinya mengenai meningkatnya jumlah ujaran 

kebencian serta konten berbau SARA saat menjelang Pemilu. Isu ini dikaitkan 

Gatra dengan kasus penistaan agama Ahok yang kemudian berimbas pada 

elektabilitas Jokowi. Akibat elektabilitas yang menurun tersebut, Jokowi 

melakukan manuver politik dimana pada akhir penutup berita Gatra menyajikan 

hasil lembaga Survey yang menyatakan belum terentaskannya isu SARA tidak 

membawa pengaruh yang cukup signifikan kepada tingkat kepercayaan dan 

dukungan terhadap Jokowi.  Presiden Jokowi masih belum memiliki lawan yang 

kompetitif dalam pemilu mendatang. 

 Berita ketiga dengan judul “Lugas Menindak Ormas Bablas”, disini 

majalah Gatra melihat bahwa kebebasan berpendapat disalahgunakan oleh 

organisasi masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia, yang menjadi sorotan dalam 

berita ini dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan sudah 

sewajarnya untuk dibubarkan. Hal ini membuat Presiden Jokowi mengambil 

langkah tegas dengan mengeluarkan Perrpu Ormas dan menindak HTI dengan 

melakukan pembubaran.  

 Terkait berita ini, majalah Gatra memperkuat fakta dengan menyajikan 

data dari lembaga Survey Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 1220 

responden pada 17-24 September mengenai tingkat pengenalan Perppu Ormas dan 

penerimaan publik terhadap pelarangan HTI. Hasil dari survey tersebut 

menyatakan 75% mendukung Perrpu Ormas dan sebanyak 42% responden setuju 

bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini, terlihat Gatra hanya 

mencantumkan hasil dari satu lembaga survey saja dan tidak ada pembanding. 
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 Pada berita terakhir mengenai “Menghidupkan Spirit Pancasila”, majalah 

Gatra mendefenisikan masalahnya sebagai meredupnya nilai-nilai Pancasila akibat 

dari perubahan sosial politik sehingga dianggap semakin dapat memicu isu-isu 

yang berhubungan dengan SARA, kebebasan berpendapat, hingga dapat 

menggangu konsensus nasional. Pada berita ini, majalah Gatra memberikan info 

bahwa pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi 

Pancasila (UKP-PIP). 

 Dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam 

membingkai isu terkait kebebasan berpendapat, SARA, dan juga konsensus 

nasional, menunjukan bahwa majalah Gatra cenderung memihak Pemerintah 

dalam membingkai pemberitaannya. Hal ini terlihat dari cara Gatra dalam 

mendefenisikan dan mengidentifikasikan masalah. Meskipun pada lead berita, 

Gatra cenderung memakai lead yang memprovokasi mengenai kelemahan-

kelemahan pemerintah beserta contoh kasus yang bersentuhan langsung dengan 

kepentingan publik, namun pada bagian penutup Gatra mengedepankan 

perspektif, pandangan, dan pendapat dari narasumber yang mengklaim bahwa isu 

yang berkembang tersebut hanya instablitas politik yang bertujuan untuk 

melemahkan Presiden Jokowi.  

 Proses framingpun dapat dilihat dari bagaimana wartawan mulai 

mengkonsturksikan realitas yang ada melalui pemilihan judul, narasi pemberitaan, 

visual image, pemilihan narasumber, hingga penyajian hasil evaluasi lembaga 

survey yang cenderung berpihak pada pemerintah.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisis tentang pembingkaian berita yang dilakukan media massa 

Majalah Gatra edisi khusus pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk edisi 

19-25 Oktober 2017 terkait bidang politik dan penegakan hukum dapat diambil 

kesimpulan berikut: 

1. Analisis framing dengan menggunakan model Robert Entman dapat 

digunakan untuk melihat konstruksi berita tiga tahun pemerintahan 

Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang menghasilkan 

frame majalah Gatra terhadap pemberitaannya. Dari pendekatan Entman 

inilah terlihat seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu 

pada masing-masing berita. Isu yang diberitakan adalah selama  tiga tahun 

pemerintahan Jokowi-Jk pemerintah dihadapi dengan berbagai isu 

kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional.  

2. Dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam 

membingkai isu terkait kebebasan berpendapat, SARA, dan juga 

konsensus nasional, menunjukan bahwa majalah Gatra cenderung 

memihak Pemerintah dalam membingkai pemberitaannya. Hal ini terlihat 

dari cara Gatra dalam mendefenisikan dan mengidentifikasikan masalah. 

Meskipun pada lead berita, Gatra cenderung memakai lead yang 

memprovokasi mengenai kelemahan-kelemahan pemerintah beserta 

contoh kasus yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, 
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3. namun pada bagian penutup Gatra mengedepankan perspektif, pandangan, 

dan pendapat dari narasumber yang mengklaim bahwa isu yang 

berkembang tersebut hanya instabilitas politik yang bertujuan untuk 

melemahkan Presiden Jokowi. Gatra pun cenderung hanya menyajikan 

hasil dari satu lembaga survey saja dalam memperkuat fakta yang ada 

dalam satu pemberitaan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memiliki saran sebagai berikut: 

1. Bagi media diharapkan agar lebih objektif dalam penyampaian beritanya, 

karena terkadang terdapat kepemihakan baik dari penulisan judul, kata-

kata yang digunakan dan kalimat itu sendiri. Seharusnya media 

memberikan berita yang objektif agar menciptakan pembaca yang lebih 

kompeten. Bukannya mendoktrin pembaca harus setuju dengan isi berita 

yang disampaikan.  

2. Bagi pembaca diharapkan dalam membaca berita agar tidak langsung 

terpengaruh oleh berita yang dimuat di media. Tetapi lebih bijaksana 

menyikapi pemberitaan tersebut agar tidak memihak ataupun menolak. 

Pembaca perlu mengetahui bahwa teks berita yang disajikan oleh media 

tidak ada yang seratus persen bersifat objektif. Teks berita tersebut telah 

melalui proses konstruksi baik dari wartawan dan juga media.  



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arief, Yovantra dan Wisnu. 2015. Orde Media: Kajian Televisi dan Media di 

Indonesia Pasca-Orde Baru. Yogyakarta: InsistPress 

Arifin, Anwar, Prof. Dr. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 

Cangara, Hafied, Prof.Dr.H.Msc. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Effendy, Onong Uchjana, Prof, M.A .2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 

___________________________________ .2007. Ilmu Komunikasi. Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya. 

Eriyanto. 2012. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. 

Yogyakarta: LkiS 

Gunawan, Imam. 2013, Metode Penelitian Kualtitatif Teori dan Praktik, Bumi 

Angkasa, Jakarta. 

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: 

Granit. 

Kriyanto, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 

Perdana Media Group 

Kusumaningrat, Hikmat. 2006. Jurnalistik: teori dan praktik. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 



 

 
 

Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

Oetama, Jacob. 2001. Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak 

Tulus. Jakarta: Kompas 

Setiati, Eni. 2005. Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan. Yogyakarta: 

ANDI. 

Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Wacana: Suatu Pengantar untuk Analisis 

Wacana, Semiotik, Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Tamburaka, Apriadi (2012). Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers 

Winarko, Heri.(2000). Mendeteksi Bias Berita: Panduan Untuk Pemula. 

Yogyakarta: KLIK. 

Yunus, Syarifudin (2010). Jurnalistik Terapan. Jakarta:Ghalia Indonesia. 

SKRIPSI 

Khumairah, Rizki. Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita 

Pilkada DKI Jakarta 2017  di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 

September 2011). Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 

2017. 

 

Purba Ramos, Raja.Konstruksi Pemberitaan Satu Tahun Kabinet Kerja di Media 

Massa Nasional (Analisis Framing Robert Entman Mengenai Pemberitaan Satu 

Tahun Kabinet Kerja Di Majalah Gatra). Skripsi Universitas Sumatera Utara: 

Medan, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WEBSITE 

1. http://www.liputan6.com/tag/3-tahun-jokowi-jk  diakses tanggal 20 

November 2017 

2. https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/10/25/126457/3-

tahun-jokowi-jk-dinilai-masih-punya-banyak-pr.html diakses tanggal 20 

November 2017 

3. http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16393701/3-tahun-jokowi-

jk-pks-anggap-ada-penurunan-indeks-demokrasi-dan-berpolitik diakses 

tanggal 20 November 2017 

4. http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-

pengertian.html diakses tanggal 22 Januari 2018. 

5. http://terinspirasikomunikasi.blogspot.co.id/2013/03/pengetian-teori-

hirarki-pengaruh-isi.html diakses tanggal 30 Maret 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liputan6.com/tag/3-tahun-jokowi-jk
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/10/25/126457/3-tahun-jokowi-jk-dinilai-masih-punya-banyak-pr.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/10/25/126457/3-tahun-jokowi-jk-dinilai-masih-punya-banyak-pr.html
http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16393701/3-tahun-jokowi-jk-pks-anggap-ada-penurunan-indeks-demokrasi-dan-berpolitik
http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16393701/3-tahun-jokowi-jk-pks-anggap-ada-penurunan-indeks-demokrasi-dan-berpolitik
http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-pengertian.html
http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-pengertian.html
http://terinspirasikomunikasi.blogspot.co.id/2013/03/pengetian-teori-hirarki-pengaruh-isi.html
http://terinspirasikomunikasi.blogspot.co.id/2013/03/pengetian-teori-hirarki-pengaruh-isi.html


 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Identitas: 

Nama    : Diah Permata Sari  

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Tempat, Tanggal Lahi r  : Plaju, 21 Juni 1996  

Agama     : Islam  

Status Pernikahan   : Belum Menikah  

Alamat     : Jl. Denai No.152 Medan  

 

2. Orang Tua: 

Nama Ayah    : Aryanto, S.H (alm)  

Nama Ibu    : Nurmi Jalil  

Alamat Orangtua   : Jl. Denai No.152 Medan 

 

3. Jenjang Pendidikan:  

SD Negeri 060912   : Lulus Tahun 2007  

SMP Negeri 13 Medan  : Lulus Tahun 2010  

SMA Negeri 8 Medan   : Lulus Tahun 2013  

Perguruan Tinggi   : Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan   

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara 



'124

II( \ l'\lll \

cltl)$in l,!r!t't,run ,L rri rrti mri! {hh
lxrfi J,nrNnll,rlrn l,crl,,rsrj .lrm(n \rnr
Llirr!ulrf L,nrihn(nn\r I)i,lr t,,i,$n, kr
bangsr.u, LutuL kord r.i ,lin lurit),nr\ (
LhiLrlih 'rirh 'rn r,rle ,,rg,ri'r:i lr,lrtrl

Jr[n, n ,r I'lJu r]irsr mr]rn rrrl,uli Behh,!rf ,d,r,
r,rDri'rr(l,rh nru rull:l\,li Surirh l l.sEirI R,f,.rlhinr, r.\,,. ,J,'..l . rrr,'t.'.rJ"\rrr..t,rJ r,.,

sJ,c nrn iJ,r ISIS. k.Dnpinrc khillrrh discl..rLL.nr
IIi/lNtTrhrr InLLrntrrtHTIr,r rnq rtr,l.rEr',1,.,!u,,1
lrni\.rr l.cfr.r.,ri,rli,,i,,ri,Lr\ S,,1,1, L,n,,rIrn{L,lLr
grlisrhrr. Igr rrrrlnris \ rn! isc rsirr r l,.ficf'rnrrin
Jctrqin P.rr.rjih. 'ehrsri kl, ierFu Lrl'rf!t Lrn,,ill!irLrn
uur.r l,U,,t,cL}r t el,rhrrr ,Iilrlr-unrLfi rrcnrtr'lr

ornr,' \chcLlfrtr\J Denr ul'rru,,or.N l,i.r rlLl,,h L,rtr
n )t)r L.lrh, ihrihLDcn(mt,l|;rllLprnr, il.n

I\i,rl. Fr n, kF.lrir Lrfgih,liLrhis DPR untrLL , r

..tu ui ruuJ r,)l)1, T)r!enr\i, lifrhFnr L)l'1.1,\rl.rr,)1,
Jrhn r.rp.rr ll.ripr n, l-lOkrl ,n 5cr I pel.rn hlu
l\,)nx\i 1l m.hlakri r.rt).tr lnri, r.rl,l. .rln t,rr.r l,.l .,r
nrrs 'ern rJour ,linlilr.rlr.rLr i P.rrcn,rrrrrrnrrnrul
.,,r | ,-.r'.,r,.1.r'r.. t.r, ,1.,, ,.. rl11.. 1,.1 .lr , .r,r ,

Fnlsi rrng min,, :l 1rr1,1tr1 i( lih I'].rrrir L(mJri
,lh I']hS \nsq,tr t!Drr U DPR,t.r IrkS,\lr,l.rfi !j
\eir nd,ilj,t,crl,In,r.,{l)rr\uSirL.nIh,h,.nrt,l ^,,]i.J.rn\!Lrl\ \l.,,LL rLd\r l'L\,ilL. P^jr nrr. irl.t).,,

SrLrt, rrnrlrnr rrLg.r J rrnnr Lrr ttLi,irgi PirLr
(,(.rnJr.r 'Int.r i.l,\ rE r,rl,rI l'(t,tn, ( )mri! u]n \\rUl

l\(nri L munhr Lrr(r, Inl r F,rrlLr7,,r \1.

L F, iilf '{r.L.r Pi,t)iLruJ,ilr,l(linrcn,r,
;i.,!ril,,.r,rrlLrr,,,ltr,.! l,.nr Ir.i.

F.r(ll nruiil)rrlrn (;e inrlrr rin. n,u-
l,,l,l t, rrt,r I rrn rg.r nrei l.rL Pe t, ,a ( )rnri5
''U,,, I rr..r!l'., lrn 'r.r r rnlinrrl ,Lrf
lrrD{rl.,L t,,,ir,.,,,rr L, LS.,: ,(r\.rorr !,,nrr
menohl r,Lun r r,.,rr ung rkrn,til,,,i
tc!ur.xD.r \r'|r .rlielun,tr, , ..rm.r 'Inr rL
n,,r3l riLr p(,n 1,,. rr,rI Irl!\ (l.n P.I'r

\\'rhl L(rxi DIrtt- lhr;L K,trf r\if
r,.n,1, -lrk'i tor l,. ,rsx. Pt, ) r orn i
rl..rn rl,tr \li. r rl,; .ilia! trD,l., ,,!L (u.L,t,

\nrihiL \r\,trril,n, L(t', l,r Mr L,tr\ rir
Prtl,l,!r )1,,r.,' .,il ,,1 r.!ihm,rgr:Lrrrr

,['r]rn urLL I nr.nr1,[l,dni.tr \ nr! ,luril,r
lrurrnrgr:, Jrrr.r, l'].rre.rrl.r ),rr: rungrh
,lrhr,., ,t.rn.rhl.r| 1l,,l,ur Irlrnr Lrl.,nc\ x

IITIT.,,rrfr. t(n!,i.rn! lhilrtlLlr..,,LE,l
|,,1 rl.1.rr!,1,f lrr h!r,b,.rhn Jcngrf \kl{l

seLrr ..,, l, l.rr hifl :rr(lrh 1.r1, r
Tr,rt,p! ()nM\. ;rtrr.rirtrh ;rrrr rreml,u
l,rrhn H I I Drr cn \dr r,.rr$r Hu|un

I rtrLnt lioro,l,,ml:.rn,. I rlLlJ\ I t.!, -. dre,,r: l,trr Srr.r!
li.rrrrrcri,\I{rIlrJ.r,r IIL Lln u[.rrrrg :r,,r,cl II
Irr i ll)l-+ rr, - lr !i

$hr \L'!du! lrr - l'unr(rrfrih nr(n0birLr \u,rr
I\.ffn,\r . ln,.,r'i.,, Si\I)l r! !l lr rLri unnrl, P(nn)inrr I

81,..,!e! ,o ll I I l\.i,!uri iLr,llL.,, ,l.rL.rrcrniIIfnJr-!ri
IirL,, KL,rii,,, \1,, [1,nI rt \rn,rnr I l.Inu,,r,Lr.,n
L!,1\ l,inln.\.r \!rrr!H \L Pr.rrrl,' \Rll'(,.rnrrrNn
.,,1 -.elLh,r,r,:, r-r,lrLrl, r i .rri,r,thfl \le!,L.rgr

\l .n Lrlrr,,k,r,r,, , LL.,,l I r,.n.r rr.,r

MenkoDourL.anl Wkero {idrs8lLl ms$erilah L€rp.rrqh FEr;
'entsC P8mIunRG" lllzbutTahri. LrdonsEia MBi 2017

I'cnrennrr!rn Irr(!.1(r T,,ko\\lrt,{1,). ilil.ur tr,,,,l
ttrrttlrrrt rcr,,h"tn,lerq,rn ntmprrDu,l rh rrri r:rr:r

s.rnl.si t).r(lr {,n,u\ \ ,.! ,lrrrili, l)rr nrringiD r (rg,f lrrn
..\ilr DiL.lr.,rhn ih PeriLurh I'dn(,ilrih Pc,r!g.,rrl
L ! lu! L rJin! llrerlltrul\,rn,! I ltl,!,,ltrl rri.ir!
()r,r .ur!L l\cf r r.\ r.Llitrn 5rl,rg.ll tr\ in.I-n LI ( )fl r.r'
\liclunNi \,n r l- l1)lll \insnr[irnnr.inl\rtn]l
,,", 

",,,i r.rut, 
",n, 

r

I,.,pf,, rnr m(nf rl t'(frlL \.,nglt,eLrrgunre,.
|crfl,!',nd.r.r',1,n,fniro, []f nlrt,r.!r.]lr.rlrr;rI
Ii.rgr r ,n9r l, rrr:. ,,. 1,p, inr lr,prnr mun1.r,1r(rn
r,. ,rLr]r.rr.Lrh,,L , ii l,.Lr, rr1,..1,u,, l,1r,r L (
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MEREDAM
PII,KADA
RASASARA
Eskalas dan intens tas rsu SARA sangat

lokow perode Oktober zot6 sampa lanuar
20U Bakal menu[ar pada piIkada [angsung
2018 dan pi[pres 2019?

,,1,i. \t(1,1,t\if!nrenj ehuiri krdr DKlJrkin.r.l0li
,!l)url \ jd! L.rl,uruk drhr. .ei.rrih t)e!r denDt! a

,r,li ihr l,,,Lr.eqir.i \eDrr\,rn drri L rrrerst.r
In,l,,Lisr I I Rrzrl. nu,r-!orukrlqr hrliN,l:hm
'ehLrh 

r['ltr'i,Li(,rrnd SrhrJ Horrl .hkrrr prdr
\lx,erllrl: llu.irihe,ihtro\r gil!.u IeDrlitl ln rliLik Lli i L(mLr.g.
Iln,u l'enger|rrtr l on(.ii rl-ll']l) m(ng..cngJhkin k..inr|ul.
ri r uS (mi (lihnr i,nrn (lshr, C Llnt llJrtrPutL Le,lur
m r nrur c rr rlomrnir ru l l. ,Lr.,n,,. rrs. ,l.rr .rntsrgoL,nsrn
ri \R\ricl,.rg:r l.nr.l,rl,r, r

Isu{l,u.acrrrr. .,lr r inrig,J'figan(S{L\r Ji pilkdJx
f,Ll l0l- trruhi,liinu ,1u. r mtmnggrpr hprrusrn pLrrl[nr
( ul,onur Dt I Br"uli I irhri.r PufunD rnLr \h,,1, unn,k nrtn
ll,,rLiir,lir kbig.r gubtrnur \luhr irh \ ang nr(D\,,r L r.Dmrg
ILrrlehkrugrgrmaJrnrmis \h,,k.,Lu m Jrpre, r r),rn mer
,,Li hrLx ulixn hegi gtbcrmrr rrrg punr.r nrth n,crterens rli

liptrrhllpJrrr \h,rkli IicruhurnSerl,u.-Jttrrtr.r:rg
rncr\ elurr\ cl,nt ll l rrJr, .l] r. i I r:l,rlr(l d.rLi ntr$(rj penr.
I in i$, S (R \ rLennd Lirf.reninql,iL scpcrrl drkcrrhrl. rms
r rLrp.rrrrrr,r l ,lr S.;renrt,er ll)l a itu, {r,rk lNr rr: rrnL hcnmr\in
L :f,rin t)engJdihn Jrn Jn (lrF Jui rihun t(rrifu piJi \1ei llrl

. \lr eli5 htrl,iD menih.\h ,k rrnrlo rel,rlr nrlrtt Lrrr po,,,1mn

. Prl.r()l!,liulrrl6 LmLhrx.S!n.rlnJoDcsJll-SI)n,.,n
fr(JiLii{ rgrnrJ \cbigiir.rk,r r rngL rprrn,rnunrl[nrl. n \hnr
:erihh lc rLlnn tI IvpuJ,rurn Serrlrr rlulunlm Lerhrdrt, \hik
rruhr nrrun srlrh rinmi,, !ll'ehtrhkrn he irnhrhn\-r idrooren
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Safrri politik
meningkatkal
elelcabilitas
Jokorvi lrng

menurun a.kibat
kasus penistaan

aEama

lI(, \ r,\H t ]\

;rnti-.\h,[ Lrro.r rJArn rgrm! Pcrscnfi* iuurl.ri prdlih
rnuslim rang trl, rrcnginginkrn rrr|cmrr n,rn-rnunrr
nlen glir ,h; +rr'r, (Ilrret l(rla) Ii! ii'r1, (S.f1(trrLrer
:1)16). Pdih,l pernilihnuslinr stLiLrr'rtt'r, rhr lr,pLrhu
|tDxlih.l,ILrru

P.rrr,r,:rr.g l, rI.st-si p,rl Ik Lrr.rliLJn inr. n\ir - n r

S \IL{rcru. lne rgki(. \lergirihsi\err slrirr \L\i Rcl.r
I:lim (( )linrLs l0l6 \I.i l0l:r, tentln di ,nedir s,)nil.
ll,rn rnr rrnt+Jn hhr liot,s isr Sltu D, rcLlii !^iil.
r\LilAinu l,il ii" lel,$sosir

Dru iiumenrcnm knn nikN lhn llibmlr,Ek rc
nlrhut. irnrl tonten EdrN s{R\ drn ni.mn lclrcn!,in

Lii Junir nmvrt rrcnrrpri lrrnc rk
LertIrqsi pl,l,r lir ri l0l -
dctrgxn i.l l: htrru Lrr
trrmurgrLul iurri IUtii'n tEr

t nN prlLrli DhJ rlgclrr pll-r
F(t,ruiB l(rl-. lip(,rr!r \rurl,rL
ll,nn ,l,i\ri5 Nrnrun p,Jr \pn1
\tii. i,,mt,h Lrlx,r.,r Irnrr,.rti
nrcntnrlrL mrrl ltrlrrr ;rut:rlr
l,t,lu.r Irrn-u 1,c hn!!unq t,rJ.r\0rlll0l: rljn nreniclinu \nlin!:
prnru krrs l)etrtrlnl .rurtrr.r
r in g m.li),ithri {i,k

l(nrl,,LD \ iry.I k!r. r! lJrl\
urrn rlil.renc,rhlrr cmhul nvr. rnrl;rs.,Iu zzarrrnrq
rne,ll,r rrrrrl,irrr nrnL,r LlrrLn I rrrnr,r,r, lr,hn*rr Ltl,,ur,rr
''ls! slItl.li l',, ne'trs, tilll.r'h l(,1 : \ inq I)rlrn! n.r'it
hulr rdr Ji Dkl lrLinr. LrL! D,kLtu, I.,'nu!,lr\,
lnJrDeJir L iri',n. RusLLi IIer[ nl,rr! l.u S \l{ \ (lr

prJkJ.r Llkm)r ,lr$rl, hr snur.irrr r orrirlr l,rsr rrrLrnrhh
Lrl:tupur rLh. Lerrl niurLrul r ,hr hurane ,rrerrlreri(,rn
rhnprtsecur msrnrl." N rrtncnbrtLtrr

T{, S \R \ lEr.itl il,Lltuirii Sel.rln.r,l,, (rij,rtriu ,li
m.,li.) -^r.'l.el'.,,1i.,rr. rrltu,lenc,rn rnr(nsiG! reD(hh
\rn n l,!rr! n,.inr{r1,i PexLil! rfr!nsrt,r\n!:L:rl,xtr tr,.
n.nsL,L r,i. m, .'p., .:r rrk,.,,1., ',,,'',."r.,',' . ..,, r,.r .1...'
\ ing m(mluLr Nl,rin{ \.rrnqrn S \R\

Dahur trrrrrn lnl,nrsir hrJr. ,r, reirl :rrll. L.,nF

t,'rn] c .cginl Jerrgin , ,(nSS1x]iL"n iru S.\Rl su,hh nrun-
.ul. \s.rLi!i. rr(li mrr'i itu.lompanvc nugr trhscl,rrlirr
nr<lilur lr\ rn:rl pe\Ir 'ingkr {S\lS)(lr! r|1il-\i inr,n-t).
.. r Bh.tlErr\ IBB\l)

Itrsil fir.r Ir{ltnr$ir Lril NL,,L rnr:rn3 l':rm;'rnr r hr-
nrnr Jj pi1k."l., r,eri( . -lrrl I lrr I : lrdrnnill.lin,.r r\,r r\r
l.,n,t,!,L.rnrkrn,hl d(lrI l,cI)grcrruh htr.r.trlrjtr t,lli,h
Trtr Lcr,Lr msrlcnnrh S \lt \,.hmprl,rrr 1ru| lcLih l,+rr

turu\ Lelcld, li.l:rh \lx,!. t,(nnn)x, fiJr,luLungin
pnlrliL re,hr(lil, PE$,|e. L,L(' l\ i(l(n1,, Srt,cm dfisrJru,
I'LJ r,,n\ i rt r't' r {r'!.,1 .lJ,, l\ , 'r.i l L<,',. , rl'rr.,' I.
rt<n.tns drlartr kant4Li.iPithJ. DIJ -1rrll. D:r r lllrrr l,r-

lLrl,in-q inr l,crkcmLmg eosip umDm hrh\,, Prc$den orcD-
LIulLung \t,oL Ll.lhm pilkrJr Dkll0li

Lnhr! l,rnF \h,,k rcrh ip-lokopi re,h,tri inrinr
lu dcri ruslrrilrn Ee.rkrn misli U$r tscl! lslinr r.ns
muhi nr.ercmpet-n r ere rn l,er prrh vrlk pcro,nr1mrnran
\\irllJlro Surtrru rtu- Dirxrnhih lxg rihur-rilrur y,rl Ju

l,nl s hiIlD\.r lerlih,r ihlxm inrtiii, Jir,, \ r..,

()kr,berl0l6. J.n mcmipii ririk tercnilih di_hi,,rri lll | -
Di rtngxh nrulJilifl . iru.,1,,k{Ni nrnunl,rlhrr rc!

rorr,rrs kehrrelIr) $ruL mrni il, kirn rnrnlirllr isu
i \Il\

S!Hn, cLLtt,ril, trr1i\,r ,trr n,,nu. rr p,,l,nli Prcsnltn
(Hinrtrrcrcrhrn hI\.\R\ rre rrl,LIlrt-rrr ir r'rl I)rlrm<r-
Htrrr lrIL r,{ mr].rL \lri l 

' 
l- .lil.r,rlnl li!.1,,1,s, r k(rts

hil rrrcrrL,r ,l I'rrrurr irJi,lir,trnr.r rlefurL srn<r
rifrj,li!.lr \l,rrr :1)l- ou, r.l.,1r rnenrp.r ih,rtkrr Lc,
crr,lc, ungrn r rnr '.r,,r

rnrsrlihdr k,'l)( rif! \ rr! Jrh.,l, t,rrkrnrrDhlr.l rl,r\ i lk
(1!,lu.r.(rLntnr trh,!, nr.r., (rl,("r,ntrnJrn!.' lLr\Jlrh

P,i!,lenl,,t,\\,In, nr nlr ihrlrIL Ivpr,l,rrrrulrr n'r

rrmlrorg,lrn mr'i r-r[.r t.l.r1r h(n 'crL.rf Iri]ih.ritr\i

Bchun rr.rr-rkrrnr.r rr 5\R \.crrn ,,prim.rlthn
reruorl.rh l,cl(.ii!n runr.rh hrnr.r r ,lrt rncnrl',rqrr l,,rrHl
pengrn,lr Lrpr,l.r tu,rLl r kep.l i\,nn,i,,n,l,rLrns:rtr INliliI
nren eh,ru rrr rrhLrn mrsr p.m.onDbrn Pr.n,ldr.l,,l.

,/iDn, 'lL^i,rn i.l'r,ld\ ir m,,.1(l |rd lrrrrii, r,t',r/,,,,i !,ncl fr rru
,lif rrri,ld'rnqrrn lul,Ilruhx(lit Prc(i(lcrl,,I'^\ I nrn,r jt,.!
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\rrul)j(lln,r.trr€Li(lr\lel,rrirr: n,n r) ) iI Drentrtur
penlrnIt.,n -lirptr kinr L:rlorrrsrr trrrl r 'rtr u,]chr
,ltn!rr(irr Si\.i L.rhf i,ror.r r,.r lr,rtrl l,r[-l,L.l,.rrr
r.-ntrnren Nr ( ,ni Lll lt.lul,[k L)Li, rrri r . n,t, r ,irnL Ir
rrrsih ltsr: Serrnncr tu..nit.iiL hrsr.lL,hlkrn,, ch
l,r$in- A\.,n-1,,t,"\,. l,.mn\.i

F.clchiLrn hrr I'enk i,nr.rhxn Irr..i,L r,l,,L',\,,8r,
1l!r[r \ irh, \N,)l,D\ , \.]trs JelJl,]!n!rn rrk\ ',,1,N,
ini peni,,,t),n ,,u (/r,, rl,/ Ln4rl.,1iLu ( ri frcnr kiI lir

fdn.r nl'rh,rn.1,,1.\i. kiL.rn\r \rmrn. rcrnr s4r, lc
lcmrhrr tlrr L.lcljLlirnnr.r iru usrrerrI r,la. r.uru kur.rnu

r. nrsul riril{ lon.b l,ertreri!rihri.l,,k,,,.r rli bL,l.rrrr
prr":rr.r' hut.r rr'1.,1.,,.,,.r,r'Jk,,, l,r 1.i.r.,.,-' nr
ce[il] l)Ji,r\ !l\elrll,ul,m_lnlr yuIi \trJrh ncn(m,,k.rn

/,/i/ti &,/ lli,n!i lrDrrli Dcr i l:,rJlrilltrh S,,.rurri!.ir.r
.1.,o (,.. r..

KITA LAWAN OPINI KEBOHONGAN MEDIA BAYARAI.I

BAr50C,Qg*EgEOer
'-:' *ll' F-' +II

.L.t n,ili Dun.Ii\L 1,,,,,n ltr],n, )rtr\r ILr,rl,i,.rf

,erfi ,|.rtr l,.nrilrtrn 'r.r.r lrer , rlil r,rn1 lulur ,l.rn rJLl
\l(.! ur Tiittri. d.nr,krlr Iu].irr lrrnrr k(lElr\.,ir h(-

t.'.r.,1 1.,,' .-j ,,,.rjr..l,.,.ri,l.rll,,,h-,r,ln,j n.r

!(,tr1 lindi\in hr kuDr LiLr TtirIi. PdnrrinrJlr l,i:.,
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"Ancaman ;l!:,,:l:f *[','],ll'

Pan

dari lima rcmhlc., d,rirn rl"Lrr"

rr rn!r ,,r9rn men
.1. t,.. r\ ' ' L, ,..r.,n

l:.,hr.r,tuelursg.r i r!grLi usi tr,.r{nrhilLel,ir.lkrddrn
l)rrrn1JJLs.{L1i,i.f rin I'rnc]silr

t KP-Pli'],rkrn,nrn,hmr rnJtks r(rli5.rs, Ptrner5rl,r

I r\l I IaIllll f $*L.\\1 l. \

Srn eirkrn rtihkukrn nmhil0ltt.
f\.,luri ltrilxtnr i. ,n,deuenra.i nrld nihr Pu-

rli lr Jahn kehrluprn herh,rngsi,hn herntgrua. Pen-
,ltl.lrnmr lehrh kepr& p,rros pisi komruricr. \lcrtkr

,n.Nl)u.l rl,a! Pinc$ili
D lu!r inL lu,li rt.gnr!:rrlr t({enr in.rnrin pi.la

l,uerrt.r.5clr n,r ni. iutus.n nn han\ i.rJr diririh trftrni
.rrr. Iicn,lrr rrn \ing \l.rhr Err llkni. lrerLattro Jengar
rtcr.mc. louu,isrue. Ju lenrnrsne Ihhl,rl rncrn:u
re,hrJrr Pxtr.mila iru [L.. ,]r.rnq drri li.u iumsin !iLa.'

\rrrmnn LL.rrr srI l,r rrnrr. nrsrl plh rh LerLrrt,

\nrurD sihlcoqr'L']usrn,rn Lr l,,resi,r. nnrnrra.

rul;h.if kLf,,I Llrcr,rl, J r,,rqlrt, L,mN Pc;,l,crint,rs,rn
li(,nl

, LIhir. rocinuh sih [(]xnr. h rlihn v,sirlhrcl
rh ,h rl..Ll,rJr-r. l- l'. (r..r,lersrrrtceti.r,E.rt

rrng terl,rlrr leh,rr "Bxsrin.rni ncnuirsLLrt hltrr hrJut)

S.mcnrarr inr, pererrmrt 1i, til ShiZllrt, m.nilii.

Di lutrr itu. l rL i,r.rrrg peuJlu Jd ttlLlth nrrnruncrlLr,

P,r... r.r 1.... rrl. (r , n,.cnq. n.Jr r. ,r1r ",,: nl.-, r ):Sr.
.Un!dl. n)cmihinku riln-nllai Prnc.rsrLrr l,uruh srkn
\in! LLiilati ipliki5iln,nl.rct. LLril, rli trLinrr ;upnsuultu

PerLiug iugr tr: gr L-L?-IT? mrrt L,rhl, hurrr tblus
pr.| gcnerr'i milcnirl, nrelrrnkJtt irgi *rrtr gercrr\1.
Uc.nrur Sio. inr LrrnLing tnLuh mcrr:unLLlau pndugu
fint.rng d I hirl,rrlr\ r R.uenr iklntJ J:trrr prnL <Lrrrrtn

rJr Prn(r\,1,r. Sir m.nr.r l,rnehlr rru su(lJr tetnt See*r

'mrlnn, ,nr ri. !rm linliir\ d)n ielJrng rn.rrug ,uihh
leogLit,,l.rr l,ei l,|rsirrs.r

BIi YBiRDI€N,

Nrron Rors P srAdruR, oa[ floRAtrBrAYANr
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NGKAT PENERIMAAN PUBLIX TENTANG PELARANGAN HTI

ft Ir tT,{ ra)lt \t \\

IINGK,AT PENGENALAN TERHADAP
PERPPU ORMAS

rr,\. llrr r.:tr.trLlel ttrlak nrnsrnug.rp 'cdrrg rtrlrLl

r.'n.1,\'j1..'.1,r,..',1'rL.',,.1rr... rr.,, l',.jras.rt,. - ir,

reqi.'il(rt'n\r t)r PkI 6
B RTY EIRDtr[I DAI SEiNADmA IEBRIAxA

ldaksetutu Trdakset!J!
sama sekat'

snhe| suet tndtkdd fi 7 24 t@@bd 20 t7t

lxmntir. "Tn i 'c\url 
.{enri tr tuuuru Jukelun,hrn hr hrrn xr.tregrsiku \utl. nr(nii,lNn,,iri IITI,(,rmrs\rnS

Frs\ri j!,'h drenNJisLin. lehh hmr ncogg,rurrgkrr lJlllrrih mesu de.g,n u(]dcl
Pemuutr Ii i.co(otdcneruhrsil'r,neinrsi,mrl l.hrh m,"lcL.rr,l h,n,,rsLrn ,lrngrrr I\Ls irrgr lotr

errlu,rsi dgr rrl,urJ, turn--lK n].h In(likrntr Poliril, in,lr r
I rdoresLr Rrset l.urlligu pimprnrn 0rrhrnurlin \nili\ l(,muniki'r Politil' L fcr\itds

Scl),rnvi[ ]0,8% responJen nentlnLrns Jencrr te

l-rlu ti rl, mhu l,elen*,rgun H l L.lugi .).1'1, Parr
ulrr citx-ori HTI n,cndirilo Hnhhb SclmHl Kebe

En \ r I e Lnr! 1k.l)ttrt *tu iu trrhNi Hn
(lengrn Pe{'fuOmIr. llLutirIl.l r
rr,rnul,nr merc':htu :n,t'rrltl"tt.
, e't urJrllr. l'{ +,},u ( )r ,, F i , ,r,

,u urnurr n tiJll rr,.lilix5i l,rd,r ,)trrlr\ rer Llx'il ri\er I ,lll,rror nrendtrlulhr il rl, l!!
rrnru fldrurm*, nr nrcnji,lr ce.rLr tcsrrJ.,k,qi lrfiJen nreie.rnuarrp rsu ?L] renert: J hesrr he

unr k nrc$fcrinqxtlh orrrr< ,rlu ?rncrs h ,[n <ul. untuLnenrrua p.nrcrinrrhur.lo[o"t Si-
L LD lr.|r -l,l.rnLi ineir ncncs[kon mhrr Prrnersrl.r

rrkrutriL.n nrrlr ,,rlur\ x lJunosi l,rngrr In,Jone'ir
Irer|trx ()rn.s tr lrrthj,' rrelrtntrrtIrtn iugr unLul

rlen ugkll gcrrkm D, .,rlsnr. r uo ruurll, litursup [c
g*nkm "nrrs Tnr srngrt rentinr unml rnensrrui p.br
)enrrbirr. rrdih lin( \ ini IEk rrqM ,ltngdn tlc(,l,,gl
Pumsih.'. n orncu'll,

l.! l,,rflnren prJr loxcnru. r,rsro,rl repnnr
|incisi.r \ kRI. La D 1t/+i lrn lllri,,,(kr lLnqgxllL:r

1l?oTdak men,awab/( dak lah!
tr1rdr, -r.Ll rirri nir:,0!

r-r/T r
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CATAIAN
SEMAMK
PILKADA
SERENTAK

ang
DKI

Jilrl p[kxda ]01: hlr
\'lalsu<l kedrtmem nerelLi sem i i(lxlih,,,s,u-

rut \'lenreri DrliD \cscri IiJhi.J I'unol., rnenrt,[rillGD
kcPurLrsrn pilkrdr di kiLuparcn merckr .lohn Tib,, Lrhh
s.telah dildl,ul,..rn p€nNnFl,rin suiu3 L atrs llirhl,inrrrh

pemcnrtrg pill-r.h ,li Tolil,r r,1.rJrh prs rg.u Lsrnu (i
\\ ininlbo-Dnrs \\'dnmbo.

I'eristi$ i p(trrerirgdn iLu tr:enrl,eri E:iml,ardn

\escri Tirhro Num,,l,, mcn\ cbrr TolilJ|nefu |]itan
ea, dd lim lrbupren di PTur onn nrerg"rhrn lont1iI

menerims krtxhlrin.' ui-lmrr Lep,dx Ci\r R\.
Pil[rdr l{)l- adah! luiatur tresrr pernili]un Lrmum

l$gsms Ldl,r,r,hl.rm en pdDernluhi! Pli!d.nIoko\\1,
Jod0 drn \\lkil PrcndenlLrsuflGlh Prlh,h pIJr FcLn[ri

seir,, konfli( h
Tjahro menum peika n
Lcrhalihn setDgii D,:tr
rcrkdt iunrlah c"n,n tunggnl. Pidi l0l; iunlah.\xsenrl,ilm

Sementrn crtrtan LclErLmsihn pilhdrl0l di m-

Bld:rn ?engrrlrxs Pcnilu iu!,1r mern;rLrnr',ri brnr.akc.r
taLD.us |en!elen+rlra.n filkadi llll: ui tlalirn bnla

uluhau omDg meIrremig kantor Kenentcna
D,rhmNegcridiJrlmlle elaUu.rNonn,r:.
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MENGHIDUPKAN
SPIRIT PANCASILA

r.h r.1|un krLigJ Tkmerinrrh.rf Pr.,i(lEf .l,,kLr
\\i(l,rlo. LDir lirri,, Pre\iLle,, Pcrnl,,ririi
l, e,, ,,s I'rn(brI rL liI-P IIr I .!r l,cn rll B ..rr.]
I'rnL.srI Llrr vrir]isrrnri l'cpilx L Kt' PIP.
\u,l I,rnl pur: *rrr.gr mpltnknr.rii \r.rr

rrurn Jrtenn,.r'el,.rgr nn,lrLif. lriii \1,, .irL!h|rni,lui
l.ilxsD hrru\,1ilrlrr \rhi, hl)ri .e\ rLr.u,lrn t,crg(rln, rf

PrLLr .rps l,.rrL,rr,rr..*-,rrn! lr.rnasud.rr fc.rr\i
l'.n( rnh,rhr,rir nil.n lohu, Ll.rr r[.rT T{r1iL, ntrl,h,ri FIL
rr:r ttNl,ut-.rlJn muJ.rh u,ril ln r.r )xt, rl.)tr ,Lmr r \!ri
'rn,PJ Lr srn, l,cf.fg turr nr.nanrpilkJn nir,,r l,,NLLrr
Prfu.n I.,. I\iri l,irl,nr.rch,,,lrrki,i lL,.nr l,rr:],i tr,.LEn L,l,

| .'|,.j,r,, \1,' .' Jl j,.'. ,r'.1. -. :n ,:
l;.,r-r J,,lt,r r,.,,1,,q t!)i,L l,lrrr \,,{,L1i.n \ o,r.rl
L nn.Nrn itu kepr(h (,,ir,,

\1,.r!u!,inahIrilrn\,tr11 rr6ehxr kF,t,rL,n:.,1rh
rinr prl,.r rrn ruirh lemL'rt.r r Ju ,Lrn.rLho,l,rinr r ":1,[ 

-
.luu lrlLr Lu:rt'rgr nrNnl,nr{l rrertuLrrr l.rn Pdinn nr
l'r+rrlcf tl'Lrprsr\orr,r il lrhor l0l- re Lrre t-kl
PI? LL lrhrlrtn,l nrcnrlinr(r l\c!r,lo nrctuLnu\Lu .r., h

CATNA:JOKTOBiR2D]7

kel,ii.rhD r,nirlenrl,lnrrn i,.lc,,l,,ur !rncr.il,i
S L D. -1,r L Prncrrl1l rrr(ruJup..rcl.rh lrl.t ,lln

Lur rL,g ,li1 rhr rr t. rJunsi, ni ,rrn\,,. Sr..nr D.rihl,x t,l
,rrtr .rl Lurrnu , Lhnullr' j,rttrlr,I'Er,l .lfrLr Ri ,ir,,

1lr(l rriI I I\l'j-t'IlJ l)i.r iili rf! r !ugrL fcn'-

nri.rlih L,,,L,lu)-i. r,r,g.n,hL rn. , (1.r1{r\r -.r.r
unrlr.rp Llrrelnrr Ll.\el,LUr R!i),rn Ins,turrlnL \|rh!i
Ller,r.rr ,1u,.,. L(rl; hrnr.r Jur l,urr,rf. m<[rur \u,l]
Lixen.ru.r,r iL.r I' rrr }lr,,grIu lrng'! !c Llirr L}Jr-Plli

\le,Lr,l.nrl,,.tr, \lLh nrrnrrLr.Lrn- i, ir 1,. r ,1,r 1*,uL

nrcnr.l,kuP.ruriil]ls!|r!: trclrrr lln r:r,h Ldr ,.rI s.rr,r
l',!. ',,.' '. "1 ., r..,.,1-... lr1, - .. 

'
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Presiden Jo[o:,{idodo da l!'atl Presiden JE!lKalla ssbnum salaL rumsr diMon6s Ja*ada
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rnr,!rr.n* tulu|rn ra^s u,lxl herhu. llu.ri
\lcnglnrik Pemcutrh. mclntur f iipLi nresLin\.)

,lirrrhLin Iet)r(h Lcl,ill.in Kfirit, rcki'.r5'[.r{r\r krF
til dr|erhD[hl.ri drr L1iltnrrL,rr ,hlrrr s srerrr ,lcrrolrrr
1,pi. iugrn mrsut le l,n,r. peF,{1xl T i trr ,rerr!-

ltrp(i I einini Nenqunql.rpkrr: srhrl,ll \i,i
lrrl urtflr rn<nqlltlk kcLerrrhrn rrrr kelurugu rgl
iIil)rnnrhihk(rhkr l)rhfrkIE[]n,Jrinusulr,,r,g,,r','.nj'-.',,Lrr(r,l..rIr:;r' rl,.r .rr,'-,.nrrrrhrn
li. irih !rrr lehrh hlk \i\.r nenlLir .l.rhii,L-nl-l,,i.,Nr

jrl.ih rn( i JlnL1nr.l, '1. \\ i,l,\1,,. \r1i rrfu| nr lur rD.N,
l-,.1 ,1., IL,,^.,-r r,, .,.,1r,. r.. 1-..,..,1, ..r\ .,/..:
l'cnun|rn mc.Ll Lrhu kenip esru \[irql,r r l. r.lrs,n
..rrr rrrrr lir.,rLk krnrr hitrsLflriL .i rr Lrnlnr r

L,,r{rL,lr l,( i,r lrnr rf(rtr!no ,tr-rn! rrrrl\Lr Llin
rn r.rh r:rcrrgr rqg rl' tcm,rn. Lrtrnr,r

Sihh .in, [c].nrahxu o+rcs.u \rns JrLihxr rilnr
.rl.rli 1 ,i xrs-,rr.s,l, rngkrnn.l,,lnr Rif s, r,l ,[dr
lirdrt)iu,,rr ,! ,tr,,r! ! r,! r,ufr , L!li(,,.fs.rf rcrrcnnr

n,rhngk,rh \critrgkr r,lij!{.rL [ul,rnr.r (liuril,. r.rngi ,,,r
,lit,rtrL ll,tn l',k.lok *r n,liL punri [.],uinru u,rLuk
mcls,rn,, ug,, rg,L1n! r,r tu l',r, i h.il (lL uh!
Id{' ! rnrr insin n,.,ritsilnvi -1,,[,n\ i {Lt r lulrr iri! nr(-
fr.rnS nriil. I)dirl!t Dii IuI.r I'rh$r lrr Prc',l.n RI
It1'rJ1 n.a.,", rrgurr.r P:rhhrl LaD+. Dd,,L€.,Lir.
lesenrnsrur r ros rrnsrr hc$r [.pir r pr..].[r

-ti;rhrrr huN,L,,. \lorcri D,rhrn \tstrr lU..nqsin
rne ri rS!rrr), nri,lrhn\,r l'enrtnnuh rirn kcpr,Lu,r nre

krrer.r inr neD\rn!l-rr l,r.i xh h lnn] rrrg l,crkrrin
,l.,rrrr r.. 1..l.,h r,n ., r..,.r.,nrurr.r..l,:c..n rrr

Lhrr!r drlrir I\t] II fi\rl l0l'kitrnri
huuri r mrmng].pn,treLr vxn! tl,L h,!i nrili pi'li

xlsr lll. !,Lisitul m.DinrlJl] ordnr.r\ jnc LerDlNu[,h]irn
[(t,{n}lnt s.,r.rccn L.loDrr(,k io,trdn!.r nrnr.r,rn,rn
rrr [el,cn< $n Jdn s.UL\.5L]t.r

Pemerintah tidak antilaitik,
justru sangat terbuka dan
transparan dalam tata kelola
pemerintahan,

,\II N \IT\R II,\I\tR

.,uqfl te ,,rg,rrririI sLrp,r pLn) 1!,1(h mug.]lrJLkrtl f er .l)rr
{1,rlinr nrsl r nrl.L. .\ilL,,,r n{li[ D(!l,krlin liu,Jr, t]ene-
h.r.N krlicn.i.xr. J,)i,,t(l!r (l,rnl,tr' [!r.n\.1

\i,nun. Iiihi,, riJrL,n;ru l,rrt,,m(nur ebA xu-b

Birrir.r, p'Jrr I mv mrmprrses Lul rerse ruL,tsu,ri .ltrorn
lere!ruL l,rrunJr.g-uf Llinr"m. Lrtun

Ierliitrp ug-sr|,n hrh"r P.mcnnuI mlkin D1!
nc.krns l( ,el i,.,r *r *nrlqNr mrs rmkrL. l johio
nreni ,irlin ndnk '.petrdxfrr Jerlsrn [.] rcrlelrt "-Tinn
.rii rtrhl trjru hil rer5( [t I'Lru mn orul ,nen]r\rikxr
ke'efli])rn di is\riikrr drlrm nclrrga prrslurn l)uq$
!ug l)e Ll, rnt)i rimih, ,lif . 

'r 
,ll,nhr ' hrrrr,, In-

JrL.'tr,,... r,'rur, l-rlrt,.r-(Jr l.r 
"',.' 

..';.r,,,..
,1i'.rrhhr 5rii repuru]Lrt,r ketir(h Lrtn,L^irn

I r.rht,, nrrnrrn!srh pcrrlrprr r rrru ,renr elnrrlu
r,.,h(., t,(,,c..,, i .i, r. i,r r.,,,-rir,,r,.t,..r,,1,-
kntiL l'emernrrl, rhtru ixrgar rrilNk.r LlJn r rn\t).,rrn
Jrhn l,osel,,liin trrr Le,,h prrcrinrrhrn, Irr:rr,.,
trc,tl,r,r, *rpeI,l.r ,ir. hi11,mla. (li.rm,n,,l.h I I D

nurlurrl,rr|rrrhprr Sch rior.brr I rh ro. Preri,len iusl
rnql rerlrrli te,l.r,l.r1r hirilt \lr,1.r ilir.rLJU 

'i.,t,,r ttrrn
li,leh rr sl,r;rL lrre 14 ins klr!rtr Lxrq ernl,!r l,r
DrrNtlh \ltr! n,lil, 1,, ih ,l lrLrrkrn r,hI r t]Lrrrh,lu
mtnchrrLettrcirr -1.rrnL,r n

ROHI$Ai HAftTDI OAi ETRiAOMA fuBiiAIA

Trohio Kumolo
Meriteri Dolom Neoari
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.10);, .Tapi J;r*r."
serellh dukungan cendemg meningket. Sehalihve.
?r.k $ dr penjngtitxn dulungu padr Uei .2017, tapi
menm hingg mat ini kembali padr posisi rwah+e, 12 !{, -
l-tok-

Gap mraralolow dan Pnhmo jm aLar lebih bsar
Letila potanFaD dirjnkan dcnga, nodcl !(mi rcrltrLi.
Joko*'i oendapat duhngan +6%, s€drngLin Prrbo*o
le'r/". Semcnram itu, iikr dHiuk3n perr nlarn berhrdipn,

Jokowi merrup j7,l% dlkunFrn. sementara Prabowo di
,ll% Sehagai cnt,tar, Eu dlkugr terhadrpJokowl da
lun simdasi hutl to heal menhgkrt dibmdingbr dengau
,Uei l0l 7. dergd dutuDgm 5 3 ,7 % , Sebalrhlz, to du-

't \NT\\C \ lSU \ \R\

\eheltrnr Filtires l00rr, ringkat kepursm puhliL terhrrLhp
SRI ,lixngkl;l',( {lJr i! terpiljh keflhlli

Ienerprirn i.r5rn kecend.rugo-n penpaon rrng
srrnr terbrrcr Ll,rlnm hastl sunei In,Iibtor R,liu[ Irrrtrrne
sir pe.nrde I r -'+ Sepim*E l0l; Suei nxsionJ id itrei
Delipuri 1..110 respo u deryu ,rngin,l rD", dr IisN
l.qol dm rinsiir r kcpd.-Jri !D tri'lo.

Pl.li Ligiin culmsi publik rerhrdnp lcathan polrtk
n:rsronrrl<li rrhnn lctigr pcnc.mmhan Jokos FJK liJ'l"
r*puoJco u.nyru-L.,o L,riL tE . mrEt,rrljsam 'ajJ
(tengrn r,rhunsebelumnri, drn It'% nrenyelx!h ruL.Tren

Berhedr lulnr r dergrnevalusi atrskeadaao kerman-
,r nxsi.,ral Pxdr rri,hel hi. 6l'l" nslDnden Denyebut
hJL ]-1.. mnilxi !ru.Jir Jorsa ulur *belmrr. dm
I I"" merr ebrr bml- Bedrulr Jeo=.d: Ler u poliriL-
rren apresisas reLhrdap keanarrrr nasionrl mmperlihm-
kin kenailan,l,lim ehr tihDn tt$Lhtr

JiLa *lrclun irirelah dhinEEang tcmun slFci lndo
Birromerer mend,rpxri rsu Sr\R{ ke dllxm kclompok dga

laiJolori JK
qzrsa rc$ra ddi berba8di leurbelxtm8 sutu. rJs, aBr
Da. m.upu deer.h s.hv,, dib,!di.gl.n dengrt tihun
sebelomva Seba-

niil zl% ,lui len
caprirn trhur lalu
(-\trsrus l0l6)\'rtrg
di rngkr ll%. Sc-
bJrhva. rang ne-

keetrraaa iru scma-
lln memboflk (7%)

dibrndlng[an tle-
ryu trlur lalurug

Instabilitas
politik bertujuan
melemahkan,
bukan
menjatuhkan
Jokowi.
Burhonuddin Muhtodi
Direklur Eksekulif lndikotor
Politik lndonesio

I(epadr vana-
vrn Gnrf,\ \:trdib RizLv L'tdu, peEdid poliLil lMikr$r
Pohrik lndon*ia. Rizkr Halidi. nenvebut dniDl-. m*i!
mcngltnwtrkan bellrz nodus S.{R{ dalm pilhda DliI
Ialu dikloning kr daerr-b-daemJr hin daLm pilladr sen
ral20I8 Eanti. indi}asilye ada terlihat di -lawa !amt, '']ni
bisa iadi tlDrdlrrn wtok cLrc polirik uhn memeDDgk r
pilLad, tenp, SARA," ujaml'a, E

Brriucsuusnrc,A!fl Xrr^M, D HtD y rAoflilfl€R^TF,

250ktoBEn70r7 G^ttt
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J\1irr[.r Ixns rr]l,clrrh lneD,lrt(l:rr riB,r
rrhun pcoro 'ntrh"n I'resrrlo, loko
\\'iJ,,,1,,. \lerch r rnt plr Jtn lonrri

uri,,k i,oridir lr\u Pcri{tr\r tcruur khl.rh nrNUlo\r
lin,r (,nmg k litmobJn.f p,,lL,lirol: uu1)u,n\x,1,
nrerlii n,si.rl \in! di.rnsgip nrcnN l,(h,run r r \il,l S \\\.

-l,,nr! L;,nrrnS Jrlenr r.r'.h.rrnu.,r J*g.rt
Lrrlru LrrlrlLrLurr- JoL,rr P,L,u, Dli Ji Dr.Jir !airl
Lcr,rt, rrcngltritir . Lrhu ti,hk mau Jlhl.u3 moruurr
peDeriirnlr- BJhkin lh rhucrpku. rsr rrrI. n:|sunrr
ril,:1r rnerrl Lelugr rnu memlrrr c,nl,,. r,rn lcn,Irklne

Srl,duni Iunn,. LclorrlnL, s.rruter lug:.lil,eluk
polir. Kelcrupoh rrrg ,rLc,uli,hi nrt,r \ing {ligxnrkir
onns Bdn( urLuL tr)ehrbuL urs[rk[ penglunipaLhng
guru,,IInrur lengJhiN kcripnrenr-t,nrr,1 rulsrn rrng
Dren eLeI ielc$in P(mennmh Lnsgih/n iI'r ,,(lugx l.ut
ncmprhnorl*rn rhn merclo un!:rndJ'je nenruh. \d.r
plrrrrn Llurt Ji L,rrll/,,,24 u Srncer.

trnl. S.rrrcen harur n,eNpei LussurirMl,la! uiir-
.,nlLl,e (i.rr.j)1.li.rh,r(r'\r l.'l.t J. JJi*,ru.,i u.

rprkrh 
"er,rngLri.rn 

pa,*srngLrJr terhadrp prhrt rarg
herseherugrn rleruan penrcnnoh nrlnrpil.n {aiu'l r,L'i
utilritili?

Prda sar bclrh denprsrrsi be,lxhel n(nnor c..ti[.
.cpcrri 1l 1. tlar l ll, seiurnl.h dl{ti\ is Jratrgh}r JenSaD
uluhm nrr[,rr sebuhrudulm lug enmrrra drhkmain-
mrin. \rmun, besitu JitersinstrlaD. uinngnli ti(lik iehs.
Prra pemr|ir malah dibirrkan melenggiic hel,.' H,i;1
pemerilsran pun tcrkcs,rn d, rupr ltau ,Iinhistrhr ud*

Keddikprsrlrn hulam nnlah r arg ncmburt gc-
ngamar politik Tiilxr Laiimana berrDg Uenunrttrii.
prrh nrasi pememrhm Soehrrto. prrr pelakr drsercc
ke pengrdilau agar nraslrmkai bisa nre.ge$hui let k ke'
sahhun, tctapl scLrrcng tiddk- Inihh v.ng d;tuntut da.i

93

Kebeba g an darr demokras
Presiden ikum-'eman terbalk

merek kebaikan. Me
cen ?

\ll \ \l\ \l( \\ \l\ \lr

ptn,ernL.rhu Pre.idcnl,,L, r i. r riru ttrullak lcbih regrs
rhn l.bih btrini dilin, ptncgrkrn huhm. 'sau krpnrgin
,toIr,,ri,!r.r t.l)d D,rn.(r,(.(1tnla,' kNrinla.

''Trn3.m li.t :r r m rhn-mrhm r rng rlcn, l,crtrmrt
Lru iim ll l1r .|rliir rl,hrm\ i P,.{,lenI!1.\r rNrll,il , L

ilq,.,r l,m,,l,,r*i,, P.,L.rr pl"r trl;hrr,,n (unng *h.rr.
li'I'r\r ,tiLl.nDrnr\:i l'rrglnnr f\l P,,Ir licDrli Bl\.
Ienlheriirn li.er r{,ur |u5. [.txrrr \Lenurut I t]|rd
Lcsrdu. rJl r rug ucnrrir 

'mr 
PrcrJcr ncnnggrpr clsr

,lcrrr irrr:,|pint'ir HI l, Ri/i.( \c,rrr n.ni,.nkrn
rlrerrr Prc' ,Ltn rrer rr, ,:lrLu Lrl, nJ(, ' S.t\rns ,\ r.

-l-ii )tr l\ rL IetrLu ,,,erihl hJl ir be[r, tiddl .xh ur\ur
kel!'huDgrn rpairgi tirnrh t:pi !.\'rrgD\i Lril 

'crsehurd.liL x,li l(lrrrurrnnli lnrlirn lixrNni iliL'onccDp'. rdi
ruiren mrlrr,.:sil langJipcrrlsr tnnraL. Ittorrnglduh
\\il,t rL l,',Ii r,:lrlul.rn perncrLsirr ru,lLrrsrn Dtkrr.
t.rr)i hegiru sr ri \it1i s.rrllihprs.slu rrluJilepJs ltiLrn\J

,l,rhm i mlrun t.ruLltrr r,h L.kurrngrn ,l,n keHrhann\ i
ke^.,r,r,re.,nn\ . .....r. rh t.rr .,. ,,rn.s.L,.r hr l ur lr:j
,r,la;, raarnl dtr r di h ing el,,n,Di. \inu menurutTiit,u,
Pr.snten J.l.\ i 

'eperD 
Iu|r terh Jd.rf \r$ rciLI n\ .r

Kelebihir.T,,kosi rcrlihir di.i j(,ritrgJuI i JihD
menbrngrn nhrsmrllrr t1l bcrbrgai Li,hns UA,rl pcm-
hansrnm iahn tol. rleLn,rgr. pJabrhan. kcrctu rpi. hrngsi
menn,irrgun drer ih,ltrn Ilngpr.n Ucnufu Trt)ff , hil ltu
singir higus (lunr si\ihgr\i ,i!11,1^ S$r herusrhr
ohieltil. qra urla! rertNren \N, rerxp ,DeliluL-loLD\i
a,d//adL,.plmnnpnr\ingh.gxs. lipi.l,,kosilupa. liriri-
rhkprnrrrrng. Inr Lrn rahrlin rnlFrn 1)dnnriniuitrs-
nlrr:,\kil,,rtnvrr. Sri.\lulrini, mungkrn milnr rontok Dm-
hnhl r S d lisihxn s!\i prihidn Sili rngkittopiuituI
Sn lluh rni. LitrnL.

"Did pun!r utdng. ] )jrn1trvr seb,gi,n hes$ dxri
RRC, dlrr Cxu.lni dmar rdng,tr bahara, k rrn]r Boleh
rlekat dengrn ncgarr manr pun. mpl irngm rcrlilu delsr.
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